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S DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
il KABUPATEN REMBANG

JI. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB

Hari : KAMIS
Tanggal : 02 Oktober 2014

Waktu  : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten
Rembang
I SIFAT RAPAT : Terbuka

. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Pengambilan Keputusan Rancangan peraturan DPRD Kabupaten
Rembang tentang Tata Tertib;

5. Penutup.



IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama . H. Majid Kamil. M7,
2. Jabatan : Ketua Sementara IDPRD Kabupaten Rembang
V. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama . Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
V1. JUMLAH ANGGOTA
1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsz: : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 7 orar.g
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah : 44 orang
VII. ANGGOTA YANG HADIR
1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 9 orang
2. Fraksi Demokrat : 7 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orarg
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 7 orang
5. Fraksi Gerindra ' 3 crang
6. Fraksi Karya Sejahtera : % orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah : 39 orang

VIl. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 1 orang
2. Fraksi Demokra: . 1 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : - orang

5. Fraksi Gerindra : 2 orang



6. Fraksi Karya Sejahtera : | orang

7. Fraksi Harapan . - orang

Jumlah : 5 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu -’alaikum Wr. Wh.

Yang terhormat Rekan-rekan anggota DPRD
Kabupaten Rembang,.
Yang saya hormati  Sekretaris DPRD beserta Sta:.

Sebagai insan yang berimau dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tuhan
Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji
syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan
kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu di ruang
paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu
apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar hingga

selesainya acara nanti.
Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Guabungan antara Pimpinan
Sementara dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD membahas program dan
kégiatan DPRD Kabupaten Rembar g pada tanggal 1 Olitober 2014 kemarin,
~ bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna Internal DPRD



dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam pembahasan-pembahasan
penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib
DPRD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MD3, Peraturan Pemerintal: Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Perubahzn Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Tertib DPRD. Dan oleh Tim Penyusun hasil dari pembahasan-pembzhasan
penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebu: telah
dilaporkan dan diserahkan kepada Pimpinan Sementara pada tanggal 30
September 2014, yang kemudian olch Pimpinan Sementara bersama dengan
Pimpinan Fraksi dan Tim Penyusun dilakukan sinkronisasi dan harmonisaci
Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut pada
tanggal 1 Oktober 2014.

Untuk itu ucapan terima kacih yang sebesar-besarnya dan apresiasi
yang setinggi- tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun atas
tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Terib DPRD
Kabupaten Rembang,

Rapat Dewan yang terhormat,
Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Rapat

Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh le»ih dari 4 ( satu



perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat
untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket,  hak
menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan
DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten
Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir
secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 39 orang.
Dengan demikian, maka Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah

memenuhi qourum.

Selanjutnya dengan mengucap “ Bismillahirrohmarirrohim” tepat

pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat yang terhormat,
Sebelum acara berlangsung leoih lanjut, terlebih dahulu akan saya
bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai
berikut :
1. Pembukaan;
2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4, Péngambilan Keputusan;

5. Penutup.



Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Tim Penyusun

Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kaoupaten
Rembang;

Kepada Ketua  Tim Penyusun Sdr. Mohammad Asnawi, S.Pd.I

dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

==== LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
TATA TERTIB DPRD ====

( Laporan Tim Penyusun terlampir )

Terima kasih atas laporannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga adalah tanggapan fraksi-
fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kaburaten Rembang. Namun sebeluinnya, agar pelaksaaaan penyampaian
tanggapan dari fraksi-fraksi ini depat berjalan dengan tertib, maka kami
mohon kepada juru bicara dari masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk

menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  : Sdr. Zaimul Umam NS

2. Fraksi Demokrat . Sdr. Edi Kartono, S.Pd. MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muhammad Imron

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Jasmani

5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, SP. MH

6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Suprihadi, SH
7. Fraksi Harapan : Sdr. HM. Nurhasan, SH. MH



Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.
===—== TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD ======

1. Tanggapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

» “ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Stat
dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Sebelum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan
tanggapan , kami atas nama Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan menyamgaikan rasa terima kasih kami kepada tim
penyusun tatib 2014 yang telah bekerja sungguh — sungguh dan
maksimal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan
menyetujui hasil tim penvusun tatib can hasil sinkronisasi pada
rapat pimpinan DPRD Sementara dengan Pimrpinan Fraksi pada
tanggal 1 Oktober 2014 kemarin dengan catatan pada pasal 50
ayat ( 3 ) agar dikembalikan seperti semula untuk menjaga
harmonisasi anggota DPRD yang sudah .erjalin dengan baik.
Demikian tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Wasallamu’alaikum. Wr.\WWb.”

2. Tanggapan dari Fraksi Demokrat.
»‘“ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hermati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPR.D beserta Staf
~ dan anggota DPRD Kab. Rembang,.
Pada kesempatan yang bher bahagia ini tidak lupa panjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna ini



dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya menanggapi
rancangan peraturan DPKD Kab. Rembang tentang Tata Tertib
yang telah dibahas dalan Tim Tatib DPRD iKab. Rembang
Fraksi Demokrat menyepakati terhadap beberapa penambahan
yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan diatasnya. Selanjutnya Fraksi
Demokrat sepakat dengan Bagian Humas dan Satpcl PP yang di
Rancangan di Komisi D agar dikembalikan semu:a di Komisi A.
Dengan mengucap Bismillahirohman'nirohim Fraksi Demokrat
sepakat dan setuju Rancangan Tatib ini untuk diteruskan menjadi
Peraturan Daerah Tahun 2014.Demikian singkat dari kami,

Wasallamu’alaikum. Wr.Wb.”

3. Tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

»“ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf
dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Setelah mendengarkan laporan Tim Penyusun rancangan Tata
Tertib DPRD Kab. Rembang Kami sangat mengapresiasi hasil
dari Tim Rancangan Tatib. Untuk itu kami da-i Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa supava untuk menggarisbawahi tadi di draft
untuk yang pasal 50 ayat (3) huruf d nomer 9 dan 10 mengenai
bagian Humas dan Satpcl PP agar supayu kembali ke draft
Komisi A. Demikian tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa. Wasallamu’alaikum. Wr.Wb.”

4. Tanggapan dari Fraksi PDI Ferjuangan Nasdem.

> Asalamu’alaikum Wr. Wb Merdekaa.....!!!!!. Yang kami

hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Kembang, Sekretaris

DPRD beserta Staf dan anggota DPPRD Kab. Rembang.



Dengan ijin Allah SWT perkenankanlah kami umtuk
menyampaikan tanggapan atas rancangan 1ata tertib DPRD Kab.
Rembang Tahun 2014 — 2019 adalah sebagai berikut ;

1) Secara umum kami snagat mengapresiasi kerja dan kinerja
tim penyusun tata tertib DPRD Kab. Rembarg yang telah
bekerja sangat keras dan juga melelahkan.

2) Terkait dengan beberapa dinamika yang berkembang maka
perlu kami haturkan beberapa catatan- catatan sebagai
tanggapan tentang perlu dikembalikanya 3agian Humas
dan Satpol PP menjadi mitra Komisi A yaag membidangi
Hukum dan Pemerintahan. Dengan pertimbangan bahwa
keduanya melakukar. tupoksi yang lebih inendekati dengan
tugas- tugas yang ciampu oleh Konmusi yang dimaksud.

Demikian tanggapan ini dibuat untuk periksa dan maklam.

5. Tanggapan dari Fraksi Gerindra.

»“ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf
dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi
kesehatan sehingga bisa bertemu dalam rangka rapat paripurna
pengesahan rancangan tata tertib DPRD Kab. Rembang,

Yang berikutnya kami mewakili dari Fraksi Partai Gerindra
akan menyampaikan ee... pengesahan terkait tata tertib DPRD
Kab. Rembang. Berdasarkan hasil pembahasan yang
dilaksanakan oleh tim pembahasan tata tertib kari memberikan
apresiasi yang cukup tinggi schingga pembahazan bisa berjalan

lancar meskipun dengan adanya dinamika politik yang ada



diruang pembahasan tetapi kami pada dasarnya memberikan
sesuatu apresiasi yang sangat tinggi. Kami dari Fraksi Parta
Gerindra dapat menerima pengesahan rancangan peraturan
daerah DPRD Kab. Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kab.
Rembang dengan catatan pada pasal 50 ayat 3 tentang
pembidangan komisi terutama terkait Komisi D ( Bidang
Kemasyarakatan ) pada Bagian Humas dan Satpol PP agar
dimasukan di Komisi A, ilasannya penempatan Bagian Humas
dan Satpol PP di Komisi D kurang menunjukan kesesuaian
antara tugas Komisi D yang menangani bidang kemasyarakatan
dengan tupoksi Satpol PP dan Bagian Humas karena keduanya
lebih mengarah pada pel:ksanaan pemzrintahan yang baik dan
bukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. ltu

menjadi alasan kami terima kasih. Demikian ee.. tanggapan

Fraksi Gerindra, saya akhiri Wasailamu’alaixum. Wr.Wb.”

6. Tanggapan dari Fraksi Kary:u Sejahtera.

»“ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf
dan anggota DPRD Kab. Fembang.

Pertama- tama dari Fraksi Karya Sejahtera ingin mengajak
semua untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT karena telah
memberikan kenikmatan kepada kita sekalian schingga pada
kesempatan pagi kali ini kita bisa memenuhi undangan Pimpinan
Sementara.

Adapun Tanggapan dari Fraksi Karya Sejahtera yang bekenaan
hasil Tatib yang telah melalui mekanime pemtahasan sampai
yang akhir kemarin kita bersama melakukan sinkronisasi antara

Tim Penyusun kemudian dengan Pimpinan DPRD) Sementara



dan juga dengan para Pimpinan Fraksi. Dari Fraksi kami sepakat
apabila Tatib yang telah kita hasilkan kemarin kita sahkan pada
kesempatan kali ini, akan tetapi ada catatan yang perlu kami
sampaikan yaitu yang berkenaan dengan komitmen- komitmen
yang telah keluar dan Kkita sepakati pada saat pembahasan
sinkronisasi tanggal | Oktober 2014 kemarin, karena pada
dasarnya tatib vang tertuaag didalam UU nomer 12 Tahun 201 |
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa tatib
bagian ketetapan atau kesepakatan yang dihasilkan oleh anggota
DPRD sedangkan komtmen yang kita bangun kemarin adalah
bagian dari kesepakatan yang dihasilkan oleh anggota DPRD
sehingga dengan demikian bobot antara tatib yang tertulis
dengan kesepakatan yang tidak tertulis adalah sama, secara
hukum seperti itu dan tidak terpisahkan. Untuk itulah dari Fraks;
kami kepengin agar kita semua memegang kesepakatan itu
meskipun tidak tertulis. Pada dasarnya Fraksi Karya Sejalitera
setuju dengan tatib yang kita bahas. Demikian apa yang kam’
sampaikan dari Fraksi Karya Sejahtera mudah- mudahan bisa
dipahami semua pihak dan disepakati. Kurang lebilinya mohon

maaf yang sebesar- besarnya. Wasallamu’alaikum. Wr.Wb.”

> Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil, MZ )
“ Sebentar Mas Joko saya ingin mengklarifikasi dulu baik dari
laporan yang pertama dan kedua yang saya pahami inikan setuju
ya dengan hasil Tim Penvusun dan rapav sinkronisasi yang

kemarin itu ya”



» Sdr Joko Suprihadi, SH
“ Sejak awal saya samparkan setuju atau sepakat terhadap tatib
yang telah kita bahas. Catatannya tadi tidak perlu saya ulang lagi
» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil, MZ )
“ Sebentar- sebentar saya tidak menanyai panjenengan tok tapi
yang pertama tadi karena Pak Nurhasan tadi hanva mengatakan
setuju saja tidak mengatakan dengan tim atau dengan rapat
sinkronisasi. Makanya saya klarifikasi maksudnya setuju dengan

tim atau dengan rapat sinkronisasi?

7. Tanggapan dari Fraksi Harapan.

» “Asalamu’alaikum Wr. Wb, Yang kami hormati Pimpinan
Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf
dan semua anggota DPRD Kab. Rembang.

Kami sangat mengapresiasi kepada Tim Penyusun Rancangan
Tatib DPRD Kab. Rembang yang dengan serius membahas
Rancangan Tatib ini dengan hasil yang memuaskan, dan dengan
ini Fraksi Harapan menerima dan menyetujui hasi! pembahasan
yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Tatib DPRD tersebut.
Namun demikian Fraksi Harapan memberi catataa salah satunya
adalah setelah disahkannya undang- undang Pilkada tanggal 25
septemoer 2014 dengan cilakukannya Pilkada secara langsung
sehingga undang- undang tentang Pemerintah Daerah
menambahkan pasal tentang tugas dar, wewenang DPRD. Untuk
itu maka Fraksi Harapan berharap dalarn pasal tersebut untuk
dimasukan dalam Tatib DI'RD paling lambat sebelum Pilkada di
Kab. Rembang dilaksanakan. Demikian tanggapan Fraksi

Harapan. Terima Kasih. Wasallarau’alaikum. Wr.Wb.”



Rapat Dewan yang terhormat,

Kifta masuk acara berikutnya, acara yang keempat yakni Pengambilan
Keputusan terhadap Rancangan Perturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang.

Dari tanggapan fraksi-fraksi dan harmonisasi terhadao inventarisir
masalah pada Rancangan Peraturar. DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang hasil penyusunan Tim Penyusun, maka diperoleh
hasil yang perlu kami sampaikan dan tawarkan terlebit dauhulu kepada

rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini :

» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )
“ Dari tanggapan semua Fraksi saya simpulkan semua fraks:
menyetujui, yang Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Harapan
menyetujui hasil dari Tim Penyusun Tatib dan hasil sinkronisasi,
berarti yang saya simpulkan pada pasal 50 ayat (3) yaitu Satpol
PP dan Bagian Humas ditetapkan di Komisi D. Dun yang Fraksi
PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan Nesdem, Fraksi
PKB dan Fraksi Gerindra menyetujui tetepi pada pasal 50 ayat (
3 ') tentang Satpol PP dan Bagian Humas dikembelikan lagi di
Komisi A, terus ada tambahan lagi dari Fraksi Harapan coba Pak

Mualif tolong dibacakan.

» Sekretaris DPRD ( Drs. Achmad Mualif )
“ Menurut catatan saya yang disampaikan oleh Fraksi Harapan
ini memang tidak bisa serta- merta dimasuxan di Tata Tertib
tetapi catatan agar nanti apabila undang — undang Pilkada sudah
diundangkan dan disitu menunjukan ada perubahan kewenangan
DPRD maka Tatib harus dilakukan perubahan sebelum
dilakukan Pilkada.”



» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )
“ Makanya tadi kan ada tambahan itu maka tetep saya tawarkan
karena itu adalah usulan tambahan, karena itu untuk keabsahan
secara resmi perlu persetujuan dari anggota — anggota DPRD
yang hadir dalam paripurna ini, untuk itu kami tawarkan kepada
saudara- saudara anggota apakah jelas sudah setuju dengan
Fraksi yang lima tadi itu dengan pengecualian yaitu Bagian
Humas dan Satpol PP dikembalikan lagi di Komis: A atau tetep

voting ?

» Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd
“ Jadi menurut saya gak usah voting, karena apa dasar pemikiran
kemarin itu adalah uniuk membagi beban kerja itu aja.
Sebetulnya untuk Komisi A terlalu banyak SKPD makanya
pengen berbagi beban Kkerja jadi tidak ada unsur apapun,
makanya ketika Pimpinan keberatan di rapat sinkronisasi temen-
temen gak masalgh jadi kembalikan aja ke Komisi A untuk
kondusifitas jadi menurut zaya gak usah di voting. Terima Kasih.

Wasallamu’alaikum. Wr.V/b. ”

» Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )
* Terima kasih interupsinya kalau memang ini disepakati gal. ada
voting tetep saya kembalikan kepada Fraksi Karya Sejahtera dan
Fraksi Harapan apakalh mengikuti yang lainnya atau

bagaimana?”

» Jawaban dari Fraksi Harapar. ( HM. Murhasan, SH.MH )
“ Kami mewakili dari Fraksi Harapan setuju jika Bagian Humas

dan Satpol PP dikembalikan lagi di Komisi A. Terima Kasih.



> Jawaban dari Fraksi Karya Sejahtera (H. Joko Suprihadi, SH )
“ Terima kasih Pimpinan. Peda Prinsipnya Fraksi Karya

Sejahtera bisa menerima dan tidak ada masalah.

» Pimpinan Rapai ( H. Majid Kamil. MZ )
“ Oke terima kasih berarti tidak masalah tidak ada voting.
Alhamdullilah. Maka Saya simpulkan bahwa Rancangan Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembuang yang disusun oleh Tim
Penyusun Tata Tertib DI’RD disetujui kecuali pada pasal 50
ayat ( 3 ) yaitu Bagian Humas dan Satpol PP yang
dikembalikan lagi ke Komisi A. “

Setelah mendengar jawaban dari rekan-rekan anggota , maka dapat kita
simpulkan bahwa Rancangan Tata Tertib yang disusun oleh Tim Penyusun
dapat diterima menjadi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang. Namun untuk keabsahan secara resmi, perlu
persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD yang hadir dalam rapat
paripurna ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan kepada saudara-saudara

anggota :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun Dengan
Pengecualian pada Pasal 50 ayat (3) dapat disetujui ?”

Setuju =======

( Dengan suara bulat semua ar.ggota DPRD men yetujui )
| ( Ketuk palu I kali )

.~ Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang yang tzlah disetujui  akan diserahkan



kepada Pimpinan Definitif DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan
DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rzmbang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka
selesai sudah acara dalam rapat paripurra pada hari ini. Terima kasih atas
perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya
di dalam memimpin rapat. Dan dengan mengucap “ Alhamdulillahirobbil
‘alamin “ tepat pukul 11. 40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya
nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEMENTARA, SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL. MZ Drs. ACH)MAD MUALIF
Pembina) [ 'tauna Muda

NIP. 19620804 198803 1 011



LAMPIRAN :

LAMPIRAN |

LAMPIRAN 11

LAMPIRAN III

RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota
DPRD Kabupaten Rembang;

Laporan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang;

Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomoi.......Tahun
2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daereh Kabupaten Rembang.
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DAFTAR ITADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
TENTANG TATA TERTIB
HARITANGGAL : KAMIS, 2 OKTOBER 2014

PUKUL 0930 WIRB
NO NAMA JABATAN TANDA I"ANS\N KET
N 2 2 b :
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN N
1 _|[H MAJIDKAMILMZ - Kctua Sementara
2 |SUGIHARTO I ... Anggota
3 |[HM MURSYID,ST Anggots
4 [ZAIMUL UMAM NS Anggota
5 |MOKHAMAD ZAENURI ~ Anggota
6 [SULISTYN WET! ARIANI ~ Anggota
7_|HENRY PURWOKO, §.Pd ol Anggon
8 [MOHAMMAD ANSHORI Angeota
8 [H. SUPADI Anggola
1¢_INUR HASYIM L Anggota
FRAKSI DEMOKRA
11 JH. GUNASIH, SE N WI Ketua Se.nentara 11
12 |EDI KARTONO, S.Pd, MH Anggota (
12 |[IMRO’ATUS SOLICHAH, SE, MH ___Anggota
| 14 _|Hj. HKMAH PURNAMAWATI Anggota
1t |Ir. H. SUNARTO Anggota
| +¢ |H. ISLAHUDDIN Anggota |
v JHHARNO,SE -l Amgown |7
1t [MUGIYARTO, ST Anggota |
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
- BANGSA e
19 IMOCHAMMAD IMRON ) Anggota
_2c_|H. SHOLEH, B.A e Anggen NV
| 21 JILYAS | Anggota
| 22 M. BISRI CHOLIL LAQUF N
| 25 [wasiian i Anggota
2+ IMUHAMMAD ASNAWIL SPdi . _dnggota |



NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET

FRAKSI FDI PERJUANGAN NASDEM

25 |JASMANI e AnEBOI
26 |WIDODO Anggota

o7 |ALIIRCHAM, ST  |__ .. _Anggota |
o8 |[RIDWAN,SH,MH | ~ Anggota ~
29 |DONNY KURNIAWAN, SE, MM B Anggota

3y |FRIDA IRIANI Anggota

31 [MUHAMMAD BAHAUD DUROR, ST  Anggota

FRAKSI PARTA! GERINDRA

32 |HERI KURNIAWAN, SE Anggota
33 [H. CHASANUDDIN Anggota B
34 |PUJISANTOSO, SP, MH Anggota
35 [H. YUDIANTQ, SH Anggota
36 |AYU ‘AR.DIYAH MAYASAR! Anggota
| FRAKSI KARYA SEJAHTERA
37 |H.ISMARI Anggota
38 |GATOT PAERAN, SH MSi _Anggota
38 _|H. JOKO SUPRIHADI, SH Anggota .~ |3
40 |CATUR WINANTO, SH __Anggota

FRAKSI HARAPAN

41 |H. M. NURHASAN, SH, MH  Angnota
42 |SUFARMAIN Anggota
B i
43 |SAHNINGSI'LSE | Anggota M.
44 |PARAMITA PRAPANCA ANN.R, SPd  Anggota
SEKRETAR'AT DPRD
45 |Drs. ACHMAD MUALIF Sckreteris DPRD
46 |Drs. LATOTFUL MINAN Kabbag. Keuangan
47 |GATOT DARYANTO, SH Kabbag, Umm a7/
48 |RATRIADI SAPTEKO, SH Kasubbag, Rapat & Risalab | . A7) /48
49 [JOKO PRIYONO, SE Kasut bag. Perbendaharaan\_ IR N
50_|BAMBANG B.3, SH  Kasubbag Huma;&Protokol |
51 o 1
52 — [ ———— e e am - - -
53 /
54 ' | 54
| 55 I -
Ketgrangan : L 7
11 : ljin /- 7. DPRD KABUPATEN REMBANG
2 $: Sakit Pl 3w KETUA SEMENTARA
3 C:Cuti “ ' '
4 DL : Dinas Luar .
ya . MAJID'KAMIL MZ

o .

—"I’ "
R &



LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANCAN PERATULRAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATENN REMBANG

1. Dasar
Tim penyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasar<an Surat Keputusan
Pimpinan Sementara DPRD Kabupaien Rembang Nomor 11 fahun 2014 tentang
Pembentukan Ketua dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Te:tib DPRD Kabugpaten Rembang.

2. Tim Penyusun
Susunan Tim penyusun Peraturan DPRD Kabupaten Remcang tentang Tata
Tertio DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut

+ Mohammad Asnawi, S.Pdi : Ketua

e Gatot Paeran, SH, Msi : Wakil Ketua
e Puji Santoso, SP,MH : Sekretaris
¢ Donny Kurniawan,SE, MM : Anggota

s  Widodo X Anggota
e Muhammad Bahaud Duror, SPI Anggota
o Edi Kartono, Spd,MH : Anggota
e Imro’atus Sholichah, SE MH ; Anggota
e Hj. Hikmah Purnamawati : Anggota
* H. Joko Suprihadi, SH ; Anggota
+ Sugiharto : Anggota
¢ Henry Purwoko, Spd © . Anggota
v Sulistyo Weti Ariani ; Anggota

*» Mohammad Anshori : Anggota

e Zaimul Umam NS X Anggota
» Mohammad Imron : Anggota
e M. Bisri Cholil Laquf ; Anggota
* HM. Nurhasan, SH,MH : Anggota
¢ Sahningsih, SE ; Anggota
e H. Chasanuddin : Anggota

3. Pembahasan

a. Referensi yang kami gunakan dalam penvusunan sebagai berikut:
- UU No 17 Tahun 2014
- PP No 16 Tahun 2010
- Peraturan DPRD No 1 Tahun 2012

b. Wakiu Pembahasan
Pembahasan Rancangan Peraturan CPRD Kabupaten Rembang tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembring dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 30
September 2014 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2014
bersama Pimpinan Sementara din Pimpinan Fraksi dalam rangka Sinkronisasi
dan harmonisasi Rancangan Peraiuran DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata
Tertio DPRD Kabupaten Rembang .



4, Hasil Pembahasan

1.

3.

4.

Pada Ketentuan umum point 20 ada perubahan tentang koce etik :

Draft

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disebut Kode
Etik adalah suatu ketentuan eiika perilaku sebagai acuan kineija anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Rembang dalam
melaksanakan tugasnya.

menjadi

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrya disebut Koce
Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama
menjalankan tugasnva untuk rienjaga martabat, kehormatan, citra dan
kredibilitas.

. Ada Penambahan poin j pada Fasal 23

Anggota DPRD mempunyaihak :
mengajukanrancanganperaturandaerah:;
mengajukanpertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;
memilih dan dipilih;

membeladiri:

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendaiaman tugas;

Te 0o a0 o w

protokoler;

keuanqan dan administratif; dain
Menerimadokumen bahan pembahsan dan hasil akhir pembahasan setslah

—

disahkan

Ada penambahan poin | paga Pasal 32

| Mengikuti Upacara Resmi Pemerintah Kabupaten Rembang m.eliputi:
a. Upacara Hari Ulang Tahun ( HUT ) Kemerdekaan Republik Indoresia:
b. Upacara Hari Jadi Kabupaten Rembang.

Pengisian Jumlah pada Pasal 47 ayat (2) .
Jumlah anggota Badan Musvawarah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
terdiri dari unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan 4 (empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Pzrjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Karya
Sejahtera 2 (dua) orang,Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang,



Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang dun rraksi Harapar: 2

(dua) orang.

5. Pada Pasal 49 ayat (11) menambahkan kalimat dan dapat d.pilih kembali
Draft
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi di‘etapkan paling lama
2 V2 (dua setengah) tahun.
menjadi
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama
2 2 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kemba'i

6. Pada Pasal 50 ayat (3)
Pengurangan pada Komisi A
Bezgian Hubungan Masyarakat Setda dan Satpol PP

Draft
Komisi A, bidang Huk:im dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat DPRD;
3. Sekretariat Daeran;
4, Bagian Tata Pemarintahan Setda;
5. Bagian Hukum Setda;
6. Bagian Umum Se.da;
7. Bagian Hubungar. Masyarakat Setda;
8. Bagian Organisasi dan F.epegawaian Snrtda:
9. Badan Kepegawszian Daerah;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
11. Inspektorat;
12. Kantor Kesatuan Sangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
13. Satpol PP;
14, Dinas Kependudukan Jan Catatan Sipil;
15. Kecamatan/ Kelurat.an/ Dasa;
16. Badan Lingkungan Hidug;

Menjadi

Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
Bupati dan Wakil Bupati

Sekretariat DPRD;

Sekretariat Daeranh;,

Bagian Tata Pemerintahan Setda;

a b W=

Bagian Hukum Setda;



Bagian Umum Setda,
Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda,

© N o

Badan Kepegawaian Daerah;

9. Dinas Perhubungan, Ko:nunikasi dan Informatika;,

10. Inspektorat;

11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
12. Dinas Kependudukan den Catatan Sipil,

13. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;

14. Badan Lingkungan Hiduy,

Penambahan pada Komisi D
Draft

Komisi D, bidang Kemasyarakatan meliputi:

1. Bagian Kesejahteraan Rakvat Setca;

Dinas Pendidikan;
BLUD RSUD dr. R. Sutrasro;
Dinas Kesehatan;
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigiasi;
Dinas Kebudayaan, Pariwicata, Pemuda dan Olah Raga; dan

@ N O 0k 0N

Kantor Perpustakaan dan Arsip.
Menjadi

Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
Dinas Pendidikan;

BLUD RSUD dr. R. Sutrasnc;

Dinas Kesehatan;

N

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga:

Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Bagian Hubungan Masyarakat Setda;dan

0. Satpol PP.

o> Y ® N o v

7. Pengisian Jumiah pada Pasal 53 ayat (2)
Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah sebanyak 11 (sebelas) orang ‘erdiri dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demokrat 2 (dua, orang, Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua, orang, Fraksi Pertai Demokrasi Indonesia



Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Fraksi Parai Gerakan Indonesia Raya 1(satu} orang,
Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan 1 (satu) orang.

8. Pada Pasal 54 ayat (3) menambahkan kata dan dapat dipilih kembali
Draft
Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ¥ {dua setengah) tahun

Menjadi
Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 % (dua setengah) tahun
dan dapat dipilih kembali

9. Pengisian Jumlah pada Pasal 56 ayat (2)

Jumlah anggota Badan Anggaran sebaryak 22 (duapuluhdua) orang terdiri dari unsur
pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 (empat)
orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang, Fraksi Karya Sejahtera 2 (dua) orang dan
Fraksi Harapan 2 (dua) orang.

10.Pada Pasal 58 ayat (9)

Draft

MasatugasanggotaBadanKehormatan paling lama 2 % (duasetengah), tahun

Menjadi

MasatugasanggotaBadanKehormatan paling lama 2 % (duasetengah) tahun dan dapat
dipilih kembali.

11.Pada Pasal 60 :

point a menambahkan kata /atau :
memanggil pimpinan dan/atay anggota DPRD yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik dan/atau peraturar tata tertib DFRD untuk memberikan
klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan

point ¢ menambahkan kata pimpinan dan/atau
menjatuhkan sanksi kepada pimpinen dan‘/atau anggota DPRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD



12. Pada Pasal 61 avat (1) menambahkan kata /atau
Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD
yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan ta'a tertib DPRD berdasarkan
hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan

13. Penambahan ayat (5) pada Pasal 63 ayat (5)
(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas
pelapor.

| 14. Ada penambahan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 68:
(4) Undangan rapat-rapat DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD dalem bentuk tertulis.
(5) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada calon peserta rapat
dapat :
a. secara langsung per kurir;
b. melalui emait atau elektronik lainnya;
c. melalui pesan singkat resmi.
Adapun hasil akhir sebagaimana foto copy yang telah saudara - sauda:a terima.

Demikian laporan dari kami sebagai Tim Penyusun Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam
menyusun dan membahas Peraturan DPRD.

Rembang, 1 September 2014

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN CPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIL DPRD
KABLUIPATEN REMBANG

Ketua Sexretaris
)W:w - s
//
Muhammad Asnawi, Spdi Puji Sanfoso, SP,MH



-y

RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR
KABUPATEN REMBANG
Nomor :....... TARUN 2014

TENTANG
TATA TERTIBDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

(HASIL RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN TATA TERTIE TANGGAL 6 OKTOBER 2014)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RZMBANG

Menimbang: a.

Mengingat:

—

bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat [ uerah Kabupaten Re:nbang
sebagai lembaga legisiatif diharapkan dapat inendukurg penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Memrbang vang tertib sz2suai dengan perundang-
undangan yang berlakv;

bahwa dengan terpilihrva Angjota DPRD masa “akti 2014-2019
berdasarkan hasil pemily 2014, maka Peratrar. DPRD Nomor 01 Tahun
2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 01 lahun 2010 tentang
Tata Tertib Jewan Perwakilan Rakvat Daerah sudah tidak secuai .agi,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasart.an pertiribangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b maka perlu menwtapkan. Peraturan Dewan Perwakilan RaRyat
Daerah Kabupaten Rem :ang tentang Tata Tartib Dewan Perwakitan

Raxyat Daerah Kabupater Rembang.

Pasal 1 ayat (2), Pasal "9 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pacal 22B
Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia Tahun1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubzh beberapa kali terakhir dengan Lndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tedua atas Unadanc-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentz ng Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Fenyelenggara Pemilihan
Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewsn
Perwakilan Rakyat, Dewin Perwzkilan Daerah dan Dawan Perwaklan
Rakyat Daerah ;

Undang-Undang Nomo- 17  Tahun 2014 tentang  Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyzt, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perw akilan Rakyat Deerah,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten‘ang Peagelolaan
Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerin‘ah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tanun 2007 t{entang laporan
Penyelenggaraan Pemenntah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggung:awaban Kepala Dacrah, aan Informasi l.aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masy:rraat,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3AB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan;

14,

[>aerah adalah Kabupaten Remtang.

Pemerintah daerah adalah bupad dan perangkat daerat sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. . Y
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya cisebut D°KD adalah Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Pimpinan DPRD adalat Ketua dan Wakil-wakil Ketua DIPRC Kabupaten Rembang.
Kepala daerah adalah Bupati Rernbang.

Wakil kepala daerah adalah Wakil 2.pati Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Renbang.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tei.gah.

. Pengadilan Negeri adalah Pengadila 1 Negeri Rembang.
. Komisi Pemi.ihan Umum yang dis ngkat dengan KPU ada'ah Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rembang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja DYaerah vang selanulny2 disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh Kabupaten Rembang.

3. Fraksi adalah pengelompokan Anggoia Dewan Perwakilan Rakya! Oaerah

Kabupaten Rembang yang mencerminkan konfigurasi partai politik di Katupaten
Rembang.

Badan Kehormatan adalah alat kelengapar Dewan Perwakilan Rakyat Jaerah
Kabupaten Rembang yang bersifat tstap dan dibenwk oleh Dewan Perwakilan

2



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
Badan Musyawarah adalah alat kenengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran

Kabupaten Rembang yang bersife tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwak.an
Rakyat Daerah Kabupaten Remban¢.

Badan Anggaran adalah alat kel:ngkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang bersifa tetap dan dibentux olen Dewan Perwakian
Rakyat Daerah Kabupaten Rembanc.

Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerali
Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk clieh Dawan Perwakilar,
Rakyat Daerah Kabupaten Rembany

Komisi adalah alat kelengkapan [Mewan Perwakilian Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang yang bersifat tetap dan ditentuk oleh Dewan Perwak lan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakya Dasrah Kabuapaten
Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas' dalam nencatur mekanisme
kerja anggota DPRD yang ditetapkan cleh dan untuk kepentingan intern anggota.
Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnve d.sebur Kode Clik
adalah norma yang wajib dipatuhi olet setiap anggots DPRD s.laina menjalankan

- tugasnya untuk menjaga martabat. kehiormatan, citra dan kredibilitas.

21.

Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

EAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, FLINGSI, TUGS,
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIB AN
Bagian Kesatu
Susunan, Kedudukan dan Keanggo.aan

Pasal 2

DPRD masa bakti 2014-2019 terdiri atas anggota partai poltik peserta pemilihan umumi

yang dipilith melalui pemilihan umum tahun 2014.

Pasal 3

DPRD merupakan lembaga »erwakilan rakyat daerah dan terl.edudiikan sebagai Jnsur

penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten,

P.isal 4

(1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) oranj.

(2) Keanggotaan DPRD diresmikan deng: n keputusan gubernur sesuai dengan laporan

komisi pemilihan umum yang disampaik+ 1 melalui bupati.

(3) Masa jabatan anqgota DPRD adaiah 5 (ima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji anggota DPRD dan beiakhir pada saat anggola DPRD yang bar

mengucapkan sumpah/janji.



(4) Anggota yang baru sebagaimana dimeksuo pada ayat (3) mzanguccpkan sumpah jan
bersama-sama bertepatan pada tangjal berskhirnya masa jabaian 5 (lima) tahun
anggota DPRD yang lama.

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD ya.ag baru tidak dapat mengucapkan sumpah/fjan;i
bertepatan dengan berakhirnya masa jebatan 5 (lima) tahur anggota DPRD yang lama
masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan
anggota DPRD yang mengucapkan sumpas/janj secara bersama-3ama.

(8} Dalam hal tanggal berakhirnya masa jebatan anggota DPRD iatuh pada hari libur atau

hari yang diliburkan, pengucapan sumpszh/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah

hari libur atau hari yang diliburkan dimat:sud.

7 Fasal §

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucaphan sumpah/jarii secara
bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalanm apat paripurna
istimewa DPRD.

(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri bernalangan, pengucapan suripahfjanji  anggota
DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.

(3) Dalam hal wakil ketua pengadilan neger: sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
barhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleb hakim sen or pada
vengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

(4) Hakim senior sebagaimara dimaksud pada ayat (3) adalah hakim yang memiliki
pangkat/ golongan ruang yang tertinggi di pengadilan neger: yang be ~sangkutan

(5} Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/jan;i sebi gaimania dimaksud
pada ayat (1), yang bersangkutan mengiicagkan sumpah/ianj: dipandu oleh ketua atau
wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna -stimewa DPRD.

(6) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sabelum memangku jabatanrya, mengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh ketua etau wakil ketua DPRD dala n rapat paripung
istimewa DPRD.

Peasul €

(1) Penqucapan sumpah/janji anggota DERD sepagaiman- d.maksud dalam Pesai 5,
didampingi oleh rohaniwan sesuai denga~ agama masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/jan;i seoagaimana cimaksud pada ayat (1), anggota DPRD
yang beragama:

a. Islam, diawali dengan frasa “Derri Allah”:

b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan trasa ' Semoga Tuhan menolong saya™;
¢. Budha, diawali dengan frasa "Denii Hyang Adi Budha™ Jdan

d. Hindu, diawali deng:in frasa “Om Atah Paramawisesa”

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sump: h/janji, anggota DPRD menandatangani berita
acara pengucapan sumpah/;aniji.



Fasal 7
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalar 1 Pasal 5 adalah sebagai berikut:
~ “Demi Aliah (Tuhan) saya bersumpah/berjeji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban scya sebagai anggota /ketua fwakil ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ren bang dengan sebaik-buiknya dan seadil-adilnya.
sesuai dengan peraturan perundang-undagan, oengan berpecoman pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Inicnesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiba1 ezkan bekerja dengan sunjguh-sunggun, demi
tegaknya kehidupan demokrasi, serta mongulamakan kesentingan Sangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi, seseorang, can golor.gan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakii untuk mewjudkan
tujuan nasional demi kepentingan bangsa can negara kesatuan Republix Indonesia.”

Bag'an Kedua
Fungs dan Tugas
Fasal 8
(1) DPRD mempunyai fungsi:
a. legislasi; ‘
b. anggaran; dan
C. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam
membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada aya! (1} huruf t diwujudkan dalam
membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daer :h bersama kepala
daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru. ¢ d wujudkan dalam
mengawasi pelaksanaan peraturan dazrah dan APBD.

(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) cijalankay dalain kerangka

representasi rakyat Kabupaten Rembang.

Pasal 9
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah:

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan cuerah mengenai
APBD yang diajukan oleh kepala dacrah:
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan p--z'uran dazrah dan APBD:

d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Jaerah canratac
wakil kepala daerah kepada menteri dalem negeri melalul gubernur un*uk

mendapatkan pengesahan penqar gkatan dan’atau remberhentian;
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e. memilih wakil kepala daerah daiam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepale
daerah; .

f. memberikan pendaonat dan pertimbargan kepada osemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian iyternasional ci daerah ;

g. memberikan persetujuan ternacap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintiah Jdaerath ;

h. meminta laporan keterangan periarggungjawaban kepala daerah  dalam
penyelenggaraan pemerintahan ¢ aerah;

i. meinberikan persetujuan terhade J rencana kerja sama cengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yang membeban masyarakat dan daerah,

j- mengupayakan terlaksananya rewaiiban daeral, sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan

k. melaksanakan tugas dan wewer ang lain yang diatur dalam kewentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemilihan wakil kepala daerah dilakul.an uleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e apabila masa jabatan waki‘ kepela daerah masih tersisa 18 (Gelapar
belas) bulan atau lebih terhitung sejak kek.osongan jabatan wa<il bupat.

(3) Perjanjian internasional sebagaimana ¢:maksud pada avat (1) huruf f adalah perjaniian
antara pemerintah dan pihak luar negeti yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
(4) Kerja sama internasional sebagaiman: dimaksud pada ayat (1) h.ruf g adalah kerja
sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama
propinsi, kabupaten “kembar", kerja sama téknik termasuk banturan kemanusiaan,
Kerja sama penerusan pinjaman/ hibah kerja sama penvertaan modal, dan kerja sama

lainnya sesuai dengan kqtentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 10
DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
C. menyatakan pandapat.
Pasal 11

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksuz dalam Pasal 10 nu-uf 2 adala’y hak DPRD untuk
meminta keterangan kepada bupati mengzanai kebijakan pemerintan kabupaten yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehrduvan ber nasyarakat dan
bernegara.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud date m Pasal 10 huref b adelah hak DPRLC untuk
mealakukan penyelidikan terhadap kebiakan peme-intah kabupatsn yang penting dan
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strategis serta berdampak luas pada kenidupan masvarakat, daerah, (an negara yang
diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak menyatakan pendapat sebagaimania dimaksud dalam Pzsal 19 huruf ¢ adalah hak
DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atad niengenai kejadian
luar biasa yang terjadi di daerah disertai der.gan rekomendasi penyelesaiannya atau

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak iaterpelasi dan hak angket.

Paragrar 1
Pelaksanawn Hak Interpelasi
Pasal 12
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksuc Galam Pasal 11 zyat (1) ciusulkan oleh paling
sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRC dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimginan DPRD, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan Jiberikan nomor pokok oleh sexretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ay:'t (2), disertai dengan dokumen yang memuct

sekurang-kurangnya:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanuan kebijakan pemerintah daerah yarg akan
dimintakan keterangan; dan

b. alasan permintaan keterangar:.

Pasal 13 | ¥

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 cleh pimpinan DPRD cisampaikan pada
rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada aya' (i), para pengusul
diberi kesempatan menyampaikan genielasar .isan atas usul permintaan keterangan
tersebut.

(3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meniinta keterangan dilakuxan dengan memtberi
kesempatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk meinberiken pandangan meialui fiaksi: dan
b. para pengusul memberikan jawat an atas pandangan para angqota DPRD.

(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keierangan kepada
kepala daerah ditetapkan datam rapat paripurne.

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebeium memperoleh Keputusan, para pengusu!
berhak menarik kembali usutannya.

(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 manjadi hak interpelasi DPRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat paripurnc. DPFD yang dihadiri leb’h dari % (satu per
dua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ¥z (satu
per dua) jumlah anggota DPRD yang haa:r.



Pasal 14

(1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjefasar :er.lis terhadap permintaan
keterangan anggota DPRD sebagaimana Jdimaksud dafam Pasal 3, dalain rapal
peripurna DPRD.

(2) Apabila kepala daerah tidak dapat 1adic untuk memberikan cenjelasan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), k spala daerah men: gasken pejabat terka’. untuk

| mewakilinya.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengejukan pertanyaan :.as pejelasan tertuiis kepala
daerah sebagaimana dimaksud pads ayat (1).

(4) Terhadap penjelasan tertulis kepale daereh sebagaimana dimaksui pada ayat (2),
DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud paca ayat (4) disampeikan secara resri
cleh DPRD kepada kepala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas pedjelasan tertulis kepala dae-ah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dijadikan tahan untu; DPRD calam pelaksanaan fungsi
pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penctapan pelaksanaan
kebijakan.

Pa-agraf 2
Pelaksang an Hak Angket
P.sal 13 ]

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da'om Pasal 10 huruf b diusulkan oleh paling sedikit
7 {tujuh) orang anggota DPRD dan lebit dari 1 (satu) fraks: .

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRC’, yang
ditandatangani oleh para pengusul dan uiberikan nomor pokok oleh sekretariat DI’RD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), visertai dengan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:

a. materi sebagaimana dimaksud d lam Pasal 11 ayat (2);

b. alasan penyelidikan.

Pisal 16

(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaar. hak angket, dilakukan dengan memnerikan
kesempatan kepada anggota DPRD lainnya un‘uk memberikan targgapan melaiui fraks,
dan selanjutnya pengusul memberikan Jiwaban atas tanggapan angyota DPRD.

| (2) Kepuiusan atas usul melakukan penye‘idikan terhadap kepale daerah dapat disetu)ui
atau ditolak, ditetapkan dalam rapat pariaurna DPRD.

(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum rmemperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak
menarik kembali usuinya.

{4) Apabila usul melakukan penyelidikan d setujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD
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menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara
resmi kepada kepala daerah.

(5) Usul sebagaimana dimaksud daiam Pasal 15 manjadi hak anchet DPRD apebila
mendapat persetujuan dari rapat peripuna DPRD yang dihadiri vaing sedikit 7 (tiga
per empat) dari jumiah anggota DPRD dan putusar. diambil dengan persetujuan paling

sedikit %4 (dua per tiga) dari jumiah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17
(1) DPRD memutuskan menerima atau merwlal: usul hak angket sebagamana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b.
(2) Dalam hai DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaks.d pada ayat (1),
DPRD membentuk panitia angket yang terdin atas semua unsur fraksi DPRD cengan
“keputusan DPRD.
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usui

tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

(1) Panitia angket DPRD sebagaimana Jmaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam
rielakukan penyelidikan sebagaimane Pasal 17 huruf b dapat memanggil pejabat
pemerintah kabupaten, badan hukum, ata. viarga masyarakat di kabupaten yang
dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yany diselidik’ untuk memberikan
keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan
dengan hal yang sedang d.selidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten
yang dipanggil sebagaimana dimaksud vada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD
kecuali ada alasan yang sah menurut pe-aturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupa'en, tadan hukum, atau waroa masyarakat o
kabupaten telah dipanggil dengan Jotit secara berturut-turut tidak memenunhi
panggilan sebagaimana dimaksud pa-a ayat (2), DPRD Japat memanggil secara
paksa dengan bantuan Kepolisian Wegara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimane dim:.ksud dalam Pasal 10 huruf b diterima oleh
DPRD dan ada indikasi iindak pidana, DPRD menyerehkan penyelesaiannya kepad::
aparat penegak hukum sesuai ketentuar peraturar. perundang-undangan.

(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah Jan/atau viakii kepala ¢ aerah terstatus sebagai
terdakwa, Menteri Dalam Negeri merrberhenu<an setaentora bupati danfatau wiikil
bupati dari jabatannya.

(3) Apabila kepala daerah dar/atau wakil kerala daerah berdasarkan puwsan pengadilan
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yang telah memperoleh kekuatan hukuin tetap dinyatakan terbukti sersalah melakukan
tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atauv lebih. EPRD mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau wak! bupati dari jabatannya kep:da Menten Uatan:
Negeri.
Pasal 20
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripu:na DFRD paling

lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Paragraf 3
Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 21
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalary Pasal 19 huruf ¢ diusuikan
oler paling sedikit 10 (sepuluh) orarg anggota DPRD dan . .oih darn 1{satu) fra<si.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat \1)disampaikan kepada pimp nan DPRD. yang
ditandatangani oleh para pengusul dan diberi ncmor pokov. oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai denjan dokumen yang memuat
sekurang-kurangnya:
a. matern sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 11 ayat '3); atau
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud delam Pasal 14

atau hak angket setagaimana cimaksud dalam Pasal 19,

Pasal2é
(1) Usul pernyataar. pendapat sebagaima.ia dimaksud dalam Pasal 21, oleh pimpinan
DPRD disampaikan dalam rapat paripuina DPRD setelah mendapat pertimbangan dar:
Badan Musyawa “ah.
(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pode ayat (1), para PENGUSLI
diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRG mengenai usul perryataan pendapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepaaa:
a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan nelalui fraksi
b. kepala daerah untuk memberihan pencapat; dan
C. para pengusul memberikan jawatan atas pendangan para arggota dan pendapat
kepala daerah.
(4) Usul pernyataan pendapat sebelum mamperoleh kepuiusan DPRO, pengusul berhak
menarik kembali usulnya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menclak ust! peinyataan pendapa:
tersebut menjadi pendapat DPRD.

- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyatae 1 pendapat, keputusan JPRD memuat.

a. pernyataan pendapat;
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b. saran penyelesaiannya; dan
€. peringatan. _
(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menya@akan pendapat CFRU
apabila mendapat persetujuan dari raps t paripurna DPRD yang dihadivi paing sedikit %
(tiga per empat} dari jumlah anggota DPRD dan putusan diamb | deagan persetujuan

paling sedikit % (dua per tiga) dari jumlan ar.ggota DPRD yang hadir.

Paragraf 4
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD
Pasal 23
Anggota DPRD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

o o o

memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

T a =~ e

protokoler,;

keuangan dan adminisiratif ; dan
J. menerima dokumen bahan pembahasan dan hasil akhir pembahas: n setelah '

-

disahkan.

P.asal 24

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak ‘nengajukan rancangan peratuian daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksuc pada ayat (1), disampaikan kepada pmginan
DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tert lis 9an
diberikan nomor pokok oleh sekretariat | 'PRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {2) oieh pimpinan DPRD disampaikan
pada 3adan Legislasi Daerah untuk dilei uka 1 pen ykajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Le-islasi Daerah. pimpinan menyampalkan cepad>
rapat paripurna DPRD.

(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul Jiberi kesempatan menberikan penjelas:in atac
usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memnerikan
kesempatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk me.nberikan pandangan;
b. para pengusul memberikan jav:aban gtas pandangait para anggota DPRD
lainnya.



(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan mzaniadi prakarsa DPRD. pera pengusul berhek
mengajukan perubahan dan/atau me.acabutnya kembali.

(8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolax usul prakarsa merjadi prakarsa
DPRD, diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau raenolak usul prakarsa
menjadi prakarsa DPRD.

(9) Tata cara pembahasan rancangan pe-aturan daerah atas prakarse DPRD mengikuti

ketentuan yang berlaku dalam pembat isan rancangan peraturan daerah atas prakarsa

kepala daerah.

Pasal 25
(1) Setiap anggota DPRD dapat mengejukan pertanyaan kepada pemerintah daerah
berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewerarg DPRD baik secara lisaih maupun secara
tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan secara lisan atau secara te+tulis dalarn tenggang wakw yang disepakat

bersama.

| Pasal 26
(1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPED terhak mengajukan  usnl  dar  pandapat
kepada pemerintah daerah maupun kepaca pimpinan DPRD.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayet (1), disainpaikan dengan
memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopgn santun dan kepatdtan sesuai dengan
kode etik DPRD.

Pasal 27
Setiap anggota DPRD berhak untuk mem'tih ¢an dipilih manjadi anggota atau pimpinan dari
alat kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-trdangan,

Pasal 28
(1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etk dan Pereturan 7Vata Tertib OPRD.
(2) Hak membela diri sebesgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebeium

pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 29
(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut d' de.pan pengadilan karena pernyvataan, pertanyaan
dan/atau pendapat yang dikemukakanrya baik secara lisan maupun tertuiis di dalam
rapat DPRD maupun di luar rapat DF RC yang berkaitan dengar fungs. tugas dan
wewenang DPRD.
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- (2) Anggota DPROD tidak dapat diganti antarwe!<tu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik ¢i dalem rapa* DPRD maupun di luar rapz: DPRD
yang berkaitan dengan fungsi, tugas den wewenang DPRD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud padz ayst (1) tidak berlaki dalam hal anggot: DPRU
yang bersangkutan mengumumkan m-teri yang telah Jdisepeckati dalam rapat eitutup
untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai ratesia

negara sesuai dengan ketentuan peratu-an perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mungikuti orientasi pelaksataan tugas sebagai
anggota DPRD pada permulaan mas~ jabatannya dan mengikuti pendataman tuaes
pada masa jabatannya.

(2) Anggota DPRD melaporkan hasit pelaksanaan orientasi dan pzndalaman  tuges
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD Jan kepada pimpinan
fraksinya.

(3) Penyelenggara orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah setzmpat, sekretariat DPRD, parai poutik  atau
perguruan tinggi.

Fasal 31
Hak protckoler, keuangan, dan administralif gimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri

dalam peraturan pemerintah.

¥

Paragraf 5
Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 32
Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negzra Republik Indonesiz Tahun 1945, dan
mentaati peraturan perundang-undangen;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional day keutuhan Megara
Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingen pribad, kelompok qan
golongan;
memperjuangkan peningkatar kesejahteraan rakyat;
mer.aati prinsip demokrasi dalam penyeler agaraan pem :rintahan daerah:

menaati tata tertib dan kode =tik:

Ta@ ~ o

rneniaga etika dan norma dalam huburgan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerzh:

i. menyerap dan menghimoun aspirasi konstiluen melzlyi kunjungn kerja secara
berkala; |
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j- menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
K. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan rolitis kepada konstiwen d.
daerah pemilihannya;dan
I. Mengikuti Upacara Resmi Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi;
a. Upacara Hari Ulang Tahun { HJ T ) Kemerdekaan Republik Indonesia ;

b. Upacara Hari Jadi Kabupaten R=nbang.

BAB II!
FIRAKSI
Pasal 33

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fur.gsi, tugas dan wewenang DPRD serta tak can
kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPXD.

(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anagota salali satu raksi

(3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan iumlah komisi o
DPRD. |

(4) Partai politk yang jumlah anggotanya di DPRU mencapai ketent.an sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membeiuk 1 (satu) iraksi.

(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRO tidak mzmenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). angyotanya dapat bergabur.g dengan fraksi yang
ada atau membentuk fraksi gatungan.

(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partaipoitik yar.g memencni persyaretan sebagaimgna
dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk f aksi gébungan yang jumiahnya paling hanyak 2
{dua) fraksi gabungan.

(7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada avat (4) dar. ayat '5) harus mencudukkan
anggotanya dalam satu fraksi.

(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dinaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)
dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.

(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat saripurna sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

(10) Sekretariat DPRD menyediakan sarane. anggaran, dan tenaga ahin quna kelancaran
pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kzbutuhan dzr dergan rmemperhatikan
kemampuan APBD.

Pasal 34

(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai serrstaria; frahsi.

(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksuc pada ayst (1) mempunya: tugas membantu
kélancaran pelaksanaan tugas fraksi.

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana 4maksiid pada ayat (2) d:sed'akan sarana dan
anggaran sesuai dengan kebutuhan dan xemampuan APEC
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(4) Sarana sebagaimana dimaksud padz ayat (3) adalah alat tulis kantor dan alat
kelengkapan kar:tor, tidak termasuk sare.na mobilitas.
(5) Anggaran sebagaimana dimaksud »>ada ayat (3) adaleh kebutuhen belanja untux

menunjang kegiatan rapat fraksi dan kebutuhan kesekretaiiatan.

Pasal 38
(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Rasal 33 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga
ahli,
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan serendah-rendahr.ja strata satu (S1) denagal. pengalaman kerja
paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling
singkat 3 (tiga) tahun, atau str.ita tiga (33) dengan pengelaman kerja paling
sedikit 1 (satu) tahun;
b. menguasai bidang pemerintahan:

C. menguasai tugas dan fungsi DPRO.

Pesal 36
(1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil xetua, dan sekretaris yang dipilih dari den oleh
anggota fraksi.
(2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk scbagzimana dimaksud pada ayat (1), dilanorkan
kepada pimpinan DPRD untuk diumumk.an dalam rapat paripurna. .
(3) Fraksi-fraksi DPRD adalah:

& Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:

b. Fraksi Demokrat;

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:

d. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:

e. Fraksi Partai Demokrasi indonesiia Perjuangan Nasdem.
f.  Fraksi Karya Sejahtera;

g. Fraksi Harapan;

BA3 Iv
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagiin Kesatu
Umum
Pasal 37
(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan;
b. Badan Musyawarah:
c. Komisi;
d. Badan Legislasi Daerah:
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e Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan dan
g. Alat kelengkapan lain yang diper ukan dan dibent'ik oleh rapat paripurna.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sztagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif

dan kolegial.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kele\gkapan dibantu oleh sekretarial.

Bagian I(edua

Pitnpiran

Pasal 38

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) oreng ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pade ayai (1) berasa! dari nartai politik berdzsarkan
urutan perolehan kursi terbanyak di DP:RD.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yary berasal dari partai politik yang memperc'eh
kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (s&atu) oartai pulitik yang menpero’eh kursi terbanyak
pertama sebagaima'na dimaksud pada zyat (3), katua DPRD ia'ah anggota DPRD
yang berasal dari partai politik yang memparoleh suara terbanyak

~ (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai poiilik yang memperoleh suara terbanya'.
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentLan «etua DPRD dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai poiitik yang lebih luas secara
berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) sartai politik yarg memrperoleh kursi tarbanyak
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil keiua DPRD ialah anggota
DPRD yang berasal dari partai politk yang memperclesh suara tzroanyak kedua,
ketiga, dan/atau keempat.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil Lketta DPRD yang bzlum terisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DFRD yang berasal
dari partai politik yang merﬁpero!eh kurs: terbanyak kedua

(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kurst terbanyak
kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud paca wat (7)) ditentukan
berdasarkan urutan hasil perolehar suara terbanvak.

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang mempero'en kursi terbanyak
kgdua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD
sehagaimana dimaksud pada ayat (&) dilakukan berdasarkan parsebaran wilayah

perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
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Pasal 39

Dalam hal pimp'inan DPRD sebagaimana dimaksud dalam [asal 3€ ayat (1) belum

terhentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok

memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pzmbentukan fraksi, rnemfasilitasi penyusunan
peraturan tata tertib DPRD, dan memroses penetapar pimpinan DPRD definitif.

(1) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terciii atas seorang ketua
dan seorang wakil ketua vang berasal dari dua partai pulitik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama dan ke jua di DPRD.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) rartai politkk yang merr.peroieh terbanyak sama,
ketua dan wakil ketua sementare DPRD uitentukan secara musyawarah oleh wakil
partai politik yang bersangkutan.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaiman2 dimaksud pada ayat (3) lidak mencapai
kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politi

berdasarkan urutan perolehan suara delam pzamilihar umum.

Pasal 40

(1) Partai politik yang berhaik mengisi kJrsi pimpinan DPRU sebagaimana dirazksud
dalam Pasal 35S ayat (1) rnenyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD <epada
pimpinan sementara DPRD untuk diu.'umhkan dan ditetapken daiam rapat paripurna
DPRD sebagat calon pimpinan DFRD.

(2) Penyampaian 1 (satu ) or-ang calon p apinan CPRD oleh partai poiitik sebagaimena
dimaksud pada ayat (1) secara admiri stratif ditandatangani oieh keua dan sekretaris
partai politik atau jabatan lain sesuai dengan AD/ART paca partai politik setempat/
sesuai dengan tingkatan wilayahnya harus sesuai dengan rekomendasi dewan

pimpinan pusat partai politk yang berscng.utan,

~ (3) Dalam hal penyampaian usul calon pimpinan DPRD yang digjukan oieh pimpinarn

partai polittk setempat/ sesuai dengar tingkatan wilayahnya sebagiimana dimaksud
pada ayat (2) berbeda dengan rekomundasi dari dewan pimpinan »ausat partai yang
bersangkutan, yang berlaku adalah calon anggota DPRD yarg direkomendasikan oleh
dewan pimpinan pusat partai yang bersangkutan.

(4) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpiran DPRD kepada
gubernur melaiui bupati untuk diresmik in pengangkatannya.

(5) Istilah "melalui" sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan bahwa bupati
hanya meneruskan keputusan DPRD yaig ditandatangai cleh pimpinan sementara
DPRD.

(6) Apabila bupati tidak meneruskan kepttusan DPRD tersebut senwagaimana dimaksud
pada ayat (5), pimpinan sementara CPRD dapat langsung mengusulkan peresmian
pengangkatan pimpinan DPRD kepada gubernur.
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Pacal 41

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) setelum memangku
jawabatannya mengucapkan sumpah/jaqji di gedung DFRD se:empat yang dipandu
oleh ketua pengaditan negeri.

(2) Dalam hal pengucapan éumpah/janj. di gedung DPRD setemnat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dzpai dilaksanakan, pengucapan
sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dila-sanakan di tempat tain.

(3) Dalam hal ketua pengadilan negen sebagaimana liriaksud pada ayat (1)
berhalangan, pengucapan sumpah/jan) pimpinan DPRD dipandu >leh wakil ketua
pengadilan negeri.

(4) Dalam hal wakil ketua pengadiian negeri sebagaimana dimaksui pada ayat (3!
berhalangan, pengucapan sumpah/jarji pimpinar, DPRD dipandu oleh hakim senior

pada pengadilan negeri yang ditunjuk nleh hetua pengadilan negeri.

Pasal 42
(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
a. memimpin sidang dan menyimpuikan hasil sidang untuk diambil keputusar:;
b. menyusur rencana kerja dan m.angacakan pembagian kerja antara ketua dan
wakil ketua;
¢. melakukan koordinasi dalam ujaya menyinergikan pelaksanzan agenda da.
materi kegiatan dari alat kelengkapan DP?D; ,
menjadi juru bicara DPRD:
meilaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
mewakili DPRD dalam hubunganva dengan lembaga/ instansi 'ainnya:

mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/ nstansi

@ ~ o o

lainnya sesuai dengan keputusan DPRD:
h. mewakili DPRD di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dergan pesnetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan kewentuan peraturan peruadang-undangan;
J. menyusun rencana anggaran bersama seckretariat DFRD yang pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripurna: dan
K. menyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD datarm, rapat DPRD yang khusus
diadakan untuk itu.
(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga
puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk mzrertukan salah satu
pimpinan DPRD untuk melaksanaka 1 tugas pimpinan DFRD yang berhaiangar.

sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutar: dapat melaksanakan tugas:
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(3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaiah situasi dan
kondisi yang menyebabkan unsur pmpinan DPRD tidak dzpat melaksanakan
tugasnya,

(4) Tidak termasuk berhalangan sementaia sebagaimana dimaksud pade ayat (2) upabila
anggota pimpinan DPRD dikenai sanksi pemberhentian semen.ara sebagai anggota
dan/atau pimpinan DPRD;

(5) Dalam hal salah seorang pimpinan DIPRC bernalangan sementara lebih dan 30 (tua
puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara
mengusulkan kepada pimpinan DPRD sziah seorang angygota DPRD yang berasal dan
partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinarc DPFD yang berhaiangan
sementara.

Pesal 43

(1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapun sumpah/jarji
pimpinan dan berakhir bersamaan «engan berakhirnya masa jabatan keanggotaan
DPRD.

(2) Pimpinan DPRD berhenti dart jabatannya sebelum berakhir masa .abat innya karena:

a. meninggal dunia,

b. mengundurkan diri sebagai pimpinar. DPRD;

c. diberhentikan sebagai anggota DJPRD secuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

d. diberhentikan sebagai p'impinan DPRD. v

(3) Pimpinan DPRD diberheniikan dari jabatannyé sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d apabila yang bersangkutan:

a. melanggar sumpah/janji jabatan da.n kode etik DPRD berdasarkan keputusan Baclan
Kehormatan, atau

b. diusulkan oleh partai politiknya scsuai dengan ketentuan peraturan p=rundang-
undangan.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan berhenti dari jabatarnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), anggota pimpinan lainay» me.actapkan salah seorang di antara pimpinan
untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhznti sampai cengan ditetapkannya
pimpinan pengganti yang definitif.

(5) Dalam hal ketua dan wakil ketuz berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD

dilaksanakan oleh pimpinan sementa-a yang dibentuk sestiai k stentuan Pasal 39.

P&sal 44
(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana cimaksud ralam Pascal 47
dilaporkan dalam rapat paripurna DFRD oleh pirrpinan DPRD lainnya.
(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada  ayet (1) ditetapkan
dalarm rapat paripurna DPRD.
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' (3) Pemberhentian pimpinan DPRD setegaimana dimaksud peda ayat (2) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.
Puasal 45

(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DFRD disampaikan oiet. pimpinan
DPRD kepada gubernur malaiui bupat "inluk peresmian pemberhent.annya.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan berita acara
rapat paripurna DPRD sebagaimana d.maksud dalam Pasal 44

Pasal 46

(1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimara dimaksud dalam Pasal 43
berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang terhenti.

(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusutkan oleh pirrpinan partz: politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam r=pat paripurna DPRD
dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresntian pengangkatan calon ,enggar'i pimpinar

DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 47

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DIPRD vang uversifat tetap den
dibeniuk oleh DPRD pada awal masa ‘abatan keanggotaan DPRD. ,

(2) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebanyek 22 (due .Jluhdua) orang terdiri dari
unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orany, Fracsi Partai Persatuan “embangunan 4
.emnat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) oran3, Fraksi Partai Cemokrasi !ndonesia
Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Karva Sejahtera? (dua) orang,Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua)
orang dan Fraksi Harapan2 (dua) orang,

(3) Susunan keanggotaan Bzdan Musyzwarah ditetapkan deiam rapat paripurnz seielah
terbentuknya pimpinan DPIRD, Komisi, l:adan Anggaran dan Fraksi,

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jz Jatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah
merangkap anggota.

(5) Sekretaris DPRU karena jabatannya ac alah sekretaris Bader. Musyawarah dan bukan
sebagai anggotz.

(6) Penempatan anjgota DPRD dalam B..dan Musyawarah didasarkan atas ust! fraksi
dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Angqaran.

Pacal 18

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persicangan,

atau sebagian dari suatu masa persidangan, perkiraan waktu penyelesaiar: suati
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masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan c'acrah, dengan tidak
mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk. mengubshnya,

b. memberikan pendapat kepada pimpinzn DPRD dalam merentiskan garis kebijakan
yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wzwenang DPRD:

¢. meminta dan/atau memberikan kes:mpatan xepada alst kelengkaosan DPRO yarg
lain untuk memberikan keterangan/p2nj=lasan mengenai pelaksar.aan tugas masing-
masing;

d. menetapkan jadwal dan acara rapat JPRD:;

e. memberi saran / pendapat untuk memperiancar kegiatan:

f. merekomendasikan pembentukan pe nitia khusus; dan

g. melaksanakan tugas lain yang dizerahkan oleh rapat parnpumna kepada Badan
Musyawarah. |

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajb:

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebeium mengikuti rapat Badan
Musyawarah;dan
b. menyampaikan pokok-pokok hasil rap ut Badan Musyawarah kepuaa fraksi.
Bagian Keempat
Komisi
Pasal 49

(1) Komisi merupakar alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentul. oleh DFRD
pada awal masa jabatan keanggotaan DFRD. ,

(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DFRD, wajib mrenjadi angyote salah satu
Komisi.

(3) DPRD membentuk 4 {(empat) komisi.

(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat '3) diupayakan samsz,
berkisar antara 10 (sepuluh) orang samyg-gi dergan 11 (sebelas) oran?.

(5) Penempatan anggota DPRD dalam komis' dan perpindahannya e komisi lain,
didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakiikan setiap awa'’ tahur. anggaran.

(6) Agar penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi sehzgaimane dimaksud pada
ayat (5) memenuhi ketentuan sebagaimaina dimaksud ayat \4), fraks: meratakan usu'
penempatan anggotanya di setiap komisi.

(7) Dalam hal jumlah anggota komisi-korisi belum memenuhi ketentuan sebagaimanz
dimaksud pada ayat (4), pemenuhannya diupayakan meizlui musyawarah ketua-ketua
fraksi yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD.

(8) Dalam hal upaya melalui musyawaral, sebagaimana dimaksud pesda ayat {(7) jumiah
anggota komisi-komisi belum meraenuhi ketentuan sebagaimana oimaksud pacia ayat
(4), maka ditempuh dengan upaya lain ying difasiitasi ol pimipinan DPRD.

(9) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris «omisi dipilih dari dan oleh anggsta komisi can

dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD
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(10) Keanggotaan dalam komisi diputusikan dalam rapat paricurne. DPRD atas usul frakei

pada awal tahun anggaran.
(11) Masa jabatan ketua, waki ketua, dan sizkretasis komisi ditetapkan paling lama 2 % (dua

setengah) tahundan dapat dipilih kembal.
(12) Anggota DPRD pengganti antarwakiu menduduki tempat anggota komisi yang

digantikan.

Pasal 50

(1} Komisi DPRD Kabupaten Rembang me'iputi :

a.
b.
C.
d.

Komisi A : Bidang Hukum dan P.merintahan
Komisi B : Bidang Ekonomi dan iteuaagan
Komisi C : Bidang Pembangunar

Komisi D : Bidang Kemasyarakatan

(2) Komisi-komisi dalam melaksanakan tug:'s didasarkan atas konipetensinya

(3) Pembidangan komisi meliputi ; _
a. Komisi A, bidang Hukum dan Per ierintanan meliputi:

1} Bupati dan Wakil Bupati;

2) Sekretariat DPRD;

) Sekretariat Daerah:

4} Bagian Tata Pernerintahan Sctda;

) Bagian Hukum Setda:;

) Bagian Umum Setda:

7) Bagian Hubungan Masyaraks Setdé‘:

8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian $3tda:

9) Badan Kepegawaian Daerah:

10)Dinas Perhubunygan, Komunikas! dan Informatika:
11)Inspekiorat; |

12) Satpol PP;

13)Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
14)Dinas Kependudukan dan Catatan Sigil;
15)Kecamatan/ Kelurahan/ Desa Jdan
6)

16)Badan Lingkungan Hidup;

Komisi B, bidang Ekonomi dan Kzuangan meliputi;
1) Bagian Administrasi Perekononiizn Setda:
) Bagian Administrasi Keuangan Setda:
3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeroh:
) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikrn, Kecil dan
Menengah;

5) Dinas Pertanian dan Kehutanzn:
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6) Dinas Kelautan dan Perikanan,

7) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

8) Badan Ketahanan Pangan dan Pclaksana Penyu!uhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;

9) Kantor Pelayanan Perizinan Ternadu,dan

10)BUMD.

c. Komisi C, bidang Pembangunan me'tputi:
1) Bagian Administrasi Pembangunar Seida;
2) Dinas Pekerjaan Jmum;
3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;dan
4} Badan Penanggulangan Benczna Daerah.

d. Komisi D, Bidang Kemasyarakatan m=.iputi
1) Bagian Kesejahtzraan Rakyat Setda;
) Dinas Pendidika 1;
) ELUD RSUD dr. R. Sutrasno;
4) Dinas Kesehatan,
) Badan Pemberdayaan Masya akat, Perempuan uan Keluarga Berencana,
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja di:n Transmigrasi;
7) Dinas Kebudayaan, Pariwisati., Peniuda dan Olah Raga; dan

8) Kantor Perpustakaan dan Ars.p.

P:asal 51

Komisi mempunyai tugas :

a.

mengupayakan terlaksananya kewajban daeirah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerat. dan rancarqa .
keputusan DPRD:;

melakukan pengawasan terhadap pir'aksanaan peraturan acerah dan APBD sesuai
dengan lingkup tugas komisi:

membantu pimpinan DPRD untuk m3ngupayakan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada NPRD;

menerima, menampung dan membanas serta menindaklanjut: aspirasi masyarakat:
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di caerat’

melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas -ersetujuan pimpinan
DPRD;

mengadakan rapat kerja.dan dengar pendapat; ‘

mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk delem ruanc lingkup
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bidang tugas masing-masing komisi; dan
). memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan
tugas Komisi.
Bagian Kelima
Badan l.cgislasi Daerah

Fasal 52

Badan Legislasi Daerah merupakar alat keiengkapan DPRD yang besifat tetap, dibentuk

dalam rapat paripurna DPRD.

Pusal 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Ledislasi Daerah dibentuk pada permulzan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Legistasi Dazrah senanyak 11 (setelas) orang terdiri dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demo¥rat 2 {Cua) orang, Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua; orang. Fraksi Farta. Denckrasi !ndones.:.
Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Fraksi Parta’ Gerakan Indenesia Raya 1(safu) orang,
Fiaksi Karya Sejahtera1 (satu) orang den Fralisi harapan? (satu) orarg.

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah dJitetzpkan dalarm, (apat paripurna menurut
Ferimbangan dan pemerataan jumlah anggota koms'.

(4) Jumlah anggota Badan Legislasi Daeral setara dengan jumlah anagota komisi ¢ DPRD
yang bersangkutan, . '

(5) Anggota Badan Legislasi Daerah diusull-an oleh masing-masing fraksi.

P:isal 54

(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiii atas - (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang
wakil ketua yang dipilih dari can oleh anggota Badan Leyis'asi Daerah berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat.

(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya a:alah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan
anggota.

. (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legisisi Caerah paling lana 2 % (dua setangah),
tahundan dapat dipilih kembali.

(4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daeiah aapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Pasal 55

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas:

a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas
rancangan peraturan daerah beserta ilasannya untul setiap  tahun anggaran di
lingkungan DPRD;

b. koordinasi untuk penyusunan program 'egislasi daerah antara DPRD dan pemerintah
daerah;
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c. menyiapkan rancangan peraturan dae ah usul DPRD bercasarkan program prioritas
yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pernantansan konsepsi raicangan
peraturan daerah yang diajukan anggcta, komisi dan/atau gabuagan komisi sebeium
rancangan peraturan daerah tersebut drsampaikan kepada pimpinan DPRD;

e. memberikan pertimbangan terhadap ¢ ncangan peraturan daerah yanc diajukan olah
anggota, komisi dan/atau gabungan kcmise, di fuar prioritas rancanjen peraturan dacrat,
tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terda’tar dalarn program
legislasi daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakvkan evaluasi erbadap pembahasan maltan
muatan rancangan peraturan dacrah melalut koordinasi dengan komist danfatau paniti
khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan perziuran Jdaerah yang
ditugaskan oleh Badan Musyawarah; can

h. membuat laporan kinerja pada masa alhir keanggotazn NPRD baik yang sudab
maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakar sebagai bahan oleh komisi

pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagiaa Keenam

Badan Anggaran

Pasal 56

(1) Badan Anggaran merupakan alat kelenckapan DPRD yang tersifat ttap dan dibentu':
olzh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Jumlah anggota Badan Anggaran seb2riyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari unsur
pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Freksi Parai ersatuan Pembanjunan 4 (empat)
orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang,Fraksi Partai Demckrasi Indonesia Perjuangan
Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 dua) niang, Fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) oreng, Fraksi Karya Sejalitera2 (dua) orang dan Fraksi
Harapan2 (dua) orang.

(3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jepbatanrya adalah xetua dan wakil ketua Bacan
Anggaran meranjkap anggota.

(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wak. ketua Bacan Anggaran ditetapkan dalam rapat
paripurna.

(5) Sekretaris DPRD karena jebatannya acdzlah Sekretaris Badan Anggaran bukan ar.ggota

(6) Penempatan anggota DPRD dalam Eada: Anggaran ran perpindahannya ke alut
kelengkapan lainnya didasarkan atas uwul fraksi dar, dapat dilakukan setiap awal tahun
anggaran.
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Pa:ral 57
Badan Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-p.okok pikiran OPRD kepada kepala
daerah dalam mempersiapkan rancangan arggaran pendapatun dan belanja daerah
paling lambat 5 ( lima ) bulan sebelum ditetapkannya APBD:

b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili vleh anggotanya kepada komisi terkart
untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasar rancangan kebyjakan umum

- APBD serta prioritas dan plafon angg:ran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada kepaia daerah dilam mempersiapkan
rancangan peraturan daerah tentany perubahan APBD dan rancangan peraturan
dagrah tentang pertanggungjawabari pelaksanaan APBU:

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tenteng APBD dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjewavan pelaksanaan APBD
berdasarkan hasil evaluasi gubernur nersama tim anggnarar pemerintah daeralt;

e. melakukan pembahasan bersarma tim anggaran pemerintah Jaerah techadan
rancangan kebijakan umum APSD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan

f. memberikan saran kepada pimpinen DPRD dalam penyusunan anggaran belanja
DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan kehormatan

Pasai 58

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRL: dan merupakan alat kelengkapan yang bersifat
tetap.

(2) Pembentukan Badan Kehormatan sebigaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

~ (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana Jimaksud pada ayat () berjumlah £ {limg)
orang anggota yang dipilih dari dan oleh angyota DPRD.

(4) 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah calon anggota yang mendapatk=n perolehan suara dari hasii pemilihan anggota
DPRD terbanyak 1 sampai dengan 5

(5) Jika dalam pemilihan sebagaimana dirnaksud ayat (4) terdapat pero!zhan suara yeng
sama pada urutan ke lima, maka dilaki<an perrilihan ulang oleh anggota DPRYD pada
calon yang memperoleh suara sama sampai didapatkan calon yan) remperolen suara
paling banyak.

(6) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimeksud pada ayatl (1, terdiri atas 1{satu)
orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dzri dan oleh angyota Badan
Kehormatan.
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(7) Anggota Badan Kehormatan sebaguimana dimaksud pada ayat (1), diplih dan

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRL berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
(8) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mencusulkar
1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
(9) Masa tugas anggota Badan Kehormatan naling lama 2 % (dua setengah) ‘ahundan
dapat dipilih kembali.
(10) Anggota DPRD pengganti antarwak{u menduduki tempat anggota Badan Kehormatan
yang digantikan.
(11) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretarial yang

secara fungsional dilaksanakan oleh sek. etariat DPRD.

Casal 59
(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

a. memantau dan mengevaluasi dizipun dan/atau kepatuhan terhad: p raoral, kode
etik, dan/atau peraturan taiz tertib DPRD dalam rangka rienjaga martabat,
kehormatan, citra, kredibititas DFRD:

b. meneliti dugaan pelanggarar /ang dilakukan oleh angcoa OPRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kod 2 etik DPRD:

C. relakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas oseryaduan pimpinan
DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas Fasil peny=.idikan, verifikgsi
dan klarifikasi sebagaimana dimraks!d pada huru ¢ kepada rapat paripurna
DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, Jan klarifikasi sebagaimana dimaksud

pade ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli iidependen.

Pasal 60
Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan
Kehormatan berwenang:

a. memanggil pimpinan dan/atau anggcta DPRD yung diduga melakukan pelancga.an
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau
pembelaan atas pengaduan dugaan velanggaran yang dilakukan:

b. meminta keterangan pengadu, sac<si, danfatau pihak-pihak lain yang terkait
termasuk untik meminta dokumen at 3u bukti lain; dan

C. menjatuhkan sanksi kepada pimpiian dan/atau anggeta DPR1D yang terbukt
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

27



Paseal 61

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanks: kepada pimpinan dan/: tau anggcta DPRD yuny
terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertivc DPRD berdasarnan hasll
penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi ole h Badan Kehormatan

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ay3t (1) dapat berupa.

a. teguran lisan,

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; ata.

d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanks terupa teguran lisan
teguran tertulis, atau pemberhentan sebagai pimpinan alat k2'engkapan DPRD
disampaikan oleh pimpinan DPRD kep: da anggata DPRD vang bercanjkutan, pimpinan
fraksi, dan pimpinan partai politik yany bersangkutan.

(4) Keputusan Badan Kehormatan mengerai penjatuhan sznksi berupa pemberhentian
sebagai anggota DPRD diproses sesLaj dengan keterruan pernuran peruadang

undangan.

Pasal 62

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud Jalam Pasal 59 ayat (1) harif ¢ disampaikan
secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas penaadu yany jelas dengan
tembusan kepada Badan Kehormatan. '

(2) Pi"npinan DPRD wajib menyampaikan pengad san sebagairiana dimaksud pada ayat (1)
kepada Badan Kehormatan paling lami. 7 (tujuh' hari kerja te-hitung sejak tanggal
pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2. pimpinan DPIRD
tidak menyampaikan pengaduan kepaca Badan kehormatan, Badan Kehormatan
menindaklanjuti pengaduar tersebut.

(4) Dalem hal pengaduan tidak disertui dengan identitas pe:gadu yong jelas, pimpinan
DPRD tidak meneruskan pergaduan szbacaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Badan Kehormatan.

rasal 63

(1) Setelah menerima pengaduan sebageimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan
Kehormatan melakukan penyelidikan, ve ifikasi, dan klarifikasi.

(2} Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagririana dimaksuc pada ayat (1) dilakukar
dengan cara meminta keterangan dar penjelasar kepada pencadu, saksi, teradiu,
dan/atau pihak-pihak lain yanq terkait, ¢an/atau memverifikasi dokumen atau alat bukti
lain yang terkait.
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(3) Hasil penyelidikan, verifikast, dan klarifit.asi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksui
pada ayat (2) dituangkan calam berita a.ara penyelidikan, verifikasi dan klarifikas..

. (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehornatan menjamin keratasiaan hasil penyelidikar ,
verifikasi dan klarifikasisebagaimana diriaksud ayat (3).

(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehor:natan meniamin kerahasizan identitas pe'apor.

Pusal ;4

(1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, can klarifikasi sebagaimana dimaksud dalan: Pas:i
63 ayat (3) menyatakah bahwa t:zradu terbukti bersaiah, Badan Kehormatan
menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingt at kesalat.annya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapxkan dengan keputusan Badan
Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripuina DPRD.

(3) Dalam hal keputusan Budan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DFRD, pimpinan DPRD
menyampaikan keputusan tersetut keneda partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana dinaksud pada ayat (3), delzin jangke waktu 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan RBagan Kehormatan diterima, menyampalkan
keputusan dan usul pemberhentian angqotanya kepada pimpirien NFRD.

(5) Dalam hal pimpinan parai politk tidak menyampaikan keprtusan dan  usul
-pemberhentian sebagaimana dimaksuc pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan kKeputusan  Badan
Kehormatan sebagaimana dimeksud pada ayat'(B) kepada gubernur melalui bupati. '

(6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpiman
DPRD sebagaimana dimaksud pada aya* (5).

Bagian Kedelapan
Alut Kelengkapan Lain

Pasal 65

(1) Dalam hal diperiukan, DPRD dapai membentuk alat kelergkepan lzin yang diperlukan
bérupa Panitia Khusus. _

(2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksug pada ayat (1) merupaka) alat kelengkapan
DPRD yang bersifat tidak tetap.

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dale.n rapat paripurna
DPRD atas usul anggota setelah mendergar nertimbangar Badan Musyawarah.

(4) Pemtantukan panitia khusus sebagaimzna dimaksud pad.: ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

(5) Jumlah anggota panitia khusus sebaguimana dimaksud pada ay«t (3) ditetapkan
dengan mempertimbangkan jumlah angcota setiap komisi yang terkail dan disesuaikar,

cengan program/kegiatan serta kemar.apuan anggaran DPPD.
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(6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayal (&)

komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraks:.
(7) Ketua, wakil ketua, panitia khusus dipilih dari dan oleh anguota panita <husus.
(8) Panitia khusus dalam melaksanakan tuc 3snya dibanw oleh selretai’'a, DPRD.

terdin atas angqgota

EAB YV
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagi:i.n Kesatu

Persidangan

Pasal 66

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dmulai pad: saat
pengucapan sumpah/janji anggota DPR.JD.

(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksid pzda avat (%) terdiri ates 3 {iga) masa
persidangan.

(3) Masa persidangan sebagaimana dimarsud pade ayat (2) meliputi masa sigang dan
masa reses, kecuali pada persidangar teakhir Jdari satu per.ode ¥eangotaan DPRD
dilakukan tanpa masa reses.

{4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayatl (3) paling lama 6 (enam) hari keria
dalam 1 (satu) kali reses.

(5) Masa reses dipergunakan oleh angce a DPRD secara persecrangan atau kelomgok
untuk mengunjungi daerah pemilihanny- guna menyerap aspira s masyarakat.

(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertuhs
atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa rcses sebagaimana dimaksud pada ayaot
(5) yang disampaikan kepada Pimpinan DFRD dalam rapat parisuina.

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana aimaks'd pada ayat (4)

ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelal; mendengar pertimbangan Bada: Musyawarah.

Baian Kedua
Rapat
Pasal 67
(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;

rapat paripurna istimewa:

rapat pimpinan DPRD:

rapat fraksi

rapat konsuitasi:

~® ao o

rapat Badan Musyawarah:

rapat komisi;

@
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h. rapat gabungan komisi:
I. rapat Badan Anggaran;
J. rapat Badan Legislasi Daerah:
K. rapat Badan Kehormatan
I rapat panitia khusus:
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
0. rapat dengar pehdapat umum.
(2) Rapat paripurna merupakz;n forum rapzt tertinggi anggota LPRD Za.am pengambilan
keputusan yang dipimpin o.eh ketua atau wakil ketua DPRC.
(3) Rapat paripurna istimewa merupakan 1 apat anggo‘a DPPRD yeang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertetu can tidak mengambil keputusan.
(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapi para anggota pimpinar DFPRD yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi vang dipimpin oleh pimpinan fraksi,
(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan simpinan fraksi dan
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang d.pimpin
oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat unggota kenmiisi yang dipimpin ofeh ketua ata.; wakii
ketua komisi. ; v
(9) Rapat gabungan komis; merupakan rapzt anggota antar komis: yang digimpin o'eh keluc

atau wakil ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat arggew@ Badan Anggarar, yang dipimpin oleh

. ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Ley'siasi Daeran yanq
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bacan Legislasi Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormaten yang dipimpin
oleh ketua atau wakil ketua Badan Kekormatan.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat enggota Janitia knusuis yang dipimpin oien ketua
atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara :DPRD dan kepala daeran atau pejabat yang
ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi. atau paritia khusus dan
kepala daerah atau pejabat yang ditunju <.

(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemenntah daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakar, rapat antara DPRD dan masyarakat baik
lembaga/organisasi kemasyafakatan maucun perorangan atau antare komisi, gabungan
komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/ organisas Kemasyarakatzn
maupun perorangan.
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Pasal 68
(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1
(satu) tahun masa sidang.
(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud apaca ayat (1) dapat dilaksanakan atas
usul:
a. kepala daerah;
b. pimpinan alat kelengkapan; atau
C. anggota dergan jumlah paling -edikit 1/5 (sats perima)uari jumlah anggota
DPRD yang mencerminkan Izt:h Jari 1 (satu) fraksi.
{3) Rapat paripurna DPRD diselenggara«a 1 atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD
berdasarkan jadwal rapat yang telah uit<tapkan oieh Badan Musyawarah.
(4) Undangan rapat-rapat DPRD ditei bitkan oleh pimpinan DPRLC dalam berntuk tertulis.
(5) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayet (4) kepada calon peserta rapat
dapat :
a. secaralangsung per kurir;
b. melalui email atau elektronik lainrya;

c. melalui pesan singkat resmi.

Pisal 69
(1) Hasil repat paripurna DPRD cituangkan ‘lalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
(2) Hasil repat pimpinan DPRD ditetapkan calam kenutusan pimpinan DPRD. !
(3) Peraturan atau ke putusan DPRD sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) dan keputusan
pimpina.n DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan
perafuran perundang-urdangan.
(4) Peraturen atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur pal'ng lambat 30 (tiga

puluh) hari setelah ditetapkan.

Pesal 70
Semua rapat di DPRD pada dasarnva bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang
dinyatakan tertutup.
P.isal 71
(1) Rapat vang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa,
dan rapal dengar pendapat umum.
(2) Rapat yaig bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan OPRD, rapat konsultasi, rapat
Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehnrraatan.
(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka capat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi,
rapat gebungan komisi, rapat panitia kusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja,

dan rapat dengar pendapat.

32



Pasal 72
Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalain Pasal 71 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh
pimginan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang
akan dibahas.
Pasal 73
(1) Pemticarean dalam rapat tertutup ticak boleh diumumkan.
(2) Materi yang telah disepakati dalain repat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang
diumum<an cleh peserta rapat.
{3) Setiap orang yang melihat, mendsngar atau mengetahui pembica aan atau materi
rapat ‘erlutup dirahasiakan sebagaiinana dimaksud pada eyat (2), wajib

merahasia<annya.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dikenaken sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberiahukan curat masuk dan surat keluar
untuk diberitanukan kepada peserta utau untuk dibahas datam rapat, kecuali surat Yeng
berkaitar dengan urusan kerumahtangg 1an D2RD.

(2) Pada setiap rapat DPRD dibuail risslah rapat yang memuat proses dan materi
pembicaraan rapat.

(3) Dalam hal rapat DPRD d:ryatakan :ertutup, risalzh rapat wajib disampaiken oleh
pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimp:n oleh
pimpinan DPRD.

Pasal 75

(1) Waktu dan hari kerja DPRD ditet2pkan:

a. Hari Senin — Kamis - pukul 0506 - 14.00 WIB
b. Hari Jumat  pukul 08.00 - 11 00 WIB

(2) Kegiatan yang dilaksanakan di luar <etentusn ayat (1) diputuskan dalam Rapat
Konsultasi.

Puasal 76

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.

(2) Dala.n hal rapat tidak dapat dilaksznzkan di gedung DPRD karena kebutuhan a‘au
alasan tertentu. rapat DPRD dapat diiiksanakan di tempat lain yang ditentukan olet
pimpinan DPRD.

Pusal 77

(1) Setiap anygota DPRD wajib merghadiri rapat DPRI, baik rapat pariputna maupun rapat
alat kelengkapan sesuai dengan tugas ¢an kewajibannye.

(2) Anggota DPRD yang menghadin rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menandatangani daftar hadir rape:.
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(3) Para unoangan yang menghadiri rapat DPRD, disadiakan aaftar hadir tersendiri,
(4) Anggota DPRD vyang hadir apabila akan rmeninggalkan ruangan rapat, wajib

memberitahukan kepada pimpinan raoat.

Bagian Keliga
Pengambilan Keputusan
Pasal 78

(1) Pengambilan kerutusan dalam rapat OPRD pada dasanya dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara pengambilan keputiisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapa’, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 79
Setiap rapat CPRD dapat me ngamobil keputusan apabila memer uhi kuorum.
P3sal 80

(1) Rapat paripurna memenuhi kucrum apabila:

a. rapat dihadiri oleh paling sedikit3/4 (tiga perempat)dari jumlah angjota DPRD untuk
mengambii persetujuan atss pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat
serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau
wakil bupati;

b. rapat d:hadin oleh paling sedikit2/3 .dua peitiga) dari ;Jumlah anggota DPRD untuk
merberhentikan pimpiavan DPREC serta untuk menetapkan peraturan daerah dan
APBD; |

C. rapat dihadiri cleh iebih dari 1/2 isat. perdua)dar jumlah anggota DPRD untuk rapat
paripurna DPRD selain rapat sebaga:mana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaim:.na aimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah
apabila:

a. disetujur oleh paling sedikit2/2 (dua vertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir,
untuk repat sebagaimana dimaksud j,ad3 ayat (1) huruf a;

b. disetujui oieh iebih dari ¥ ( setengah ) junilah anggota DPID yang hadir, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

C. disetuju’ dengan suara terbanyak, urtuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c.

(3) Apabila kuorum sehagaimana dimaksid pedia avat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda
paling taryak 2 (dua) kali dengan tenjgang vsaktu masing-masing tidak lebih dari -
(satu) jam.

(4} Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana d.maksud pada ayat (3)
kuorum belum juga terpenuhi, pimpinzgn dapat v enunda rapet paling lama 3 (tiga) t.ari
atau sampai waktu yang ditetapkan oleh bz dan musyawarah. |

(5) Apabila setaleh penundaan sebageimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak
angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta
menetapkan peraturan daerah, rapat tioak dapat mengambil kepulusan dan rapat
paripurna t.dak dapat diulang lagi.

(6) Apabila  setelah  penundaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
cebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak
dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

(7) Yang aima’csud dengan "penyeiesaianiya diserahkan kepada gubernur’ sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung hukum
bagi pemberlakuan APBD yang sama dengan tahun sebelumnya. )

(8) Apabila setelah  penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢, cara penyelesaiannya diserahkan kepada
pimpinan OPRD dan pirnpinan fraksi.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh

pimpinan rapat.

Pasal 81
(1) Rapat alat ke'engkapan sebagaimana gimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf
g, huruf h, ruruf |, huruf j, huruf k, dan huruf | memenuhi kuorum apabila dihadiri secara
fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen} ditambah 1 (satu) anggota alat
kelengkapan yang bersangkutan dan iebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Dalam hal rapét alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan

sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 82
Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun
berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti cleh semua

pihak yang lerkait dalam pemgambiian keputusan.

EAB VI
TATA CARA PEMBENTII{AN PERATURAN DAERAH
Pasal 83
{1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepata daerah.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai

penjetasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3} Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancargan peraturan daerah yang hanya
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terbatas mengubah beberapa matari yang sudah memiliki naskah akademik
sebelumnya, dapat disertai atau tidak d!sestai naskah akademik.

(4) Rancangan peraturan daerah sebegaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
berdasarkan prograrn legislasi daerah.

'5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan

peraturan dacrah di iuar program legislasi daerah.

Pasal 84

(1) Rancangan peraturan daerah yeng berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota
DPRD. komisi. gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan
komisi, atau Badan l=2gisiasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara terlulis kepada pimpinan DPRD cisertai dengan penjelasan atau keterangan
dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan
nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan
DPRD d sampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(4) Pmpinan DPRD meanyampaikan hasil kajan Badan Legislasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada }apaxt paripurna DPRD.

(5) Rancangan perawrar daerah yang telah dikaji oleh Badan Legisiasi Daerah
sebagaimen: dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua
anggota DPF D selambat-lambatnya 7 (tujuh) bari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6} Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b i‘aksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD
Alnnya.

(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} berupa:
a. persetujuan,
b. perselujuan dengan pengubanan,atau
c. penolakan,

(8) Datam hal persetujuan dan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,
Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan
peraturan daerah tersebut. :

(¢) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan

surat pimpinan DPRD kepada lkepala daerah.
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Pasal 85

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat
xepala daerah kepada pimpinan DPRD. _

(2) Rancangan perziuran daerah yang berasal dari kepala daerah disiapkan dan digjukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Rancangan peratufan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus disertai
naskah akademik, kecuali beberiepa rancangan peraturan daerah seperti rancangan
peraturan deerah tentang APED, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas
mengubah beberapa mateii yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat
disertar atau tidak disertai naskah akad=mik. |

Pasal 86

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan

peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan

peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah
yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk persandingan.
Fasal 87

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas o!eh.
DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan pereturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat | dan
pembicaraan tingkat |.

(3) Pembicaraan tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam hel rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan
dengan kegiatan sebagai berikut:

a. penjelasan kepaia daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan
peraturan daerah;

D. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan deerah:dan

C tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan
umum fraksi.

3. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan
kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan
Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat
paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

2 pendcapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus
yang dilaku<an bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
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untuk mewakilinya. ;

(4) Pembicaraan tingkat Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. pergambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/jpimpinan gabungan komisi/
pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat
fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c, dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat
paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana Cimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak
dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturaa daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara
DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan
iagi dalam persidangan DPRD masa itu.

' Pasal 88

(1) Rancangan peraturan daerah dapat citarik kembaii sebelum dibahas bersama oleh
DPR[D dan kepala daerah. ’ "

(2) Penarikan kembals rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan
penariikan.

(3) Penarixan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan-alasan.
penarikan. |

(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan nersetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. 7

(5) Penarikan kemba'i rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

(6) Rancangan peraturan daerah yang dit.arik kembali tidak dapat diajukan kembali pada

masa sidang yang sama.

Pasal 89

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala

daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan"“"“rf
menjadi peraturan daerah. 3

(2) Penvampaian rancangan peraturan caerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka wakiu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung seja< tanggal
persetujuan bersams.
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Pasal 90

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 89 ditetapkan oleh
kepala Jaerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat
30 (tga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama
DPRD dan kepala daerah.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani clen kepala daerah dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan nzraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan pera‘uran
daerah tersebut sa"y menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran
daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
maka k&limat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah inj dinyatakan sah.

(4) Kalima* pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bharus
dibubuhkan pada halaman terakhir perawuran daerah sebelum pengundangan naskah .
peraturar daerch ke dalam lembarar daerah.

(5} Peraluran daerah beriaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

(6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan
lata ruang daerah sebelun diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh
pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

(7) Peraturan daerah seielah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan
kepadapemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan cerundang-
undangan.

BAB VI
KODE ETIK DPRD
Pasal 91
(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota
UPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai kode etik sebagzimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan DPRD tentang kode etik. '
(3) Peraturan OPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat ketentuan tentang:
a. pengert.ian kode etik;
b, tujuan kode etik; dan
C. pengaturan mengenai:
1. sikap dan perilaku angcota DPRD:
2. tata kerja anggota DPRD;
3. tatahubungan antar penyeleaggara pemerintahan daerah:
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tata hubungan antar angyota DPRD;
tata hubungan antara angg>ta DPRD dan pihak lain;
penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

kewajiban anggota DPRD,

® N o o s

larangan bagi anggota DPRD,

9. hal-hal yang tidak patut ditakukan oleh anggota DPRD;
10. sanksi dan mekanisme penjaiuhan sanksi; dan
11.rehabilitasi.

Pasal 92

Pengaturan mengenai sikap dar perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 1 memuat kctentuan mengenai ketentuan antara lain:

a.
. mempertahankan keutuhan negara serta nmienjaga persatuan dan kesatuan bangsa,

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b
c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asas) manusia,
d.
e
f

memiliki integritas tinggi dan jujur;

. menegakkan kebenaran dan keadilan,

memperjuangkan aspirasi masyaraka: tanpa memandang perbedaan suku, agama,
ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiaten
lain di luar tugas dan kewajiban DPRLC; dan
mentaali ketentuan mengenai kawajiban dan larangan bagl anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam peraturan perundanqg-undangan.

' Pasal 93

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DI’RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81

ayat (3) huruf ¢ angka 2 memuat ketentuan antara lain:

a.
b.

menunjukkan profesionalisme sebaga. anggota DPRD,;
melaksanakan tugas dan kewajitan demi kepentingan dan Kkesejahteraan
masyarakat;

berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan

fraksi;

menghadiri rapét DPRD secara fisik;

bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat
DPRD,;

menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasizkan sampai
dinyatakan terbuka untuk umum;

memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanar, ke luar
negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain,

melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari piripinan
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DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-unds- gan;

j. tidak menyampakan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada
pihak lain, dan

k. tidak membawa ‘anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan

tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 94
Pengaturan mengerai tata hubungan amar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 4, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan |
daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ angka 3, tata hubungan antara |
anggola DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢
angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif,
responsif, dar profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD
dan lembaga penyzlenggara pemerintahan lainnya.

Pasal 95
Pengaturan megenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara
lain mempernatikan tata krama, ettka, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil

rakyat.

Pasal 96
Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
avat (3) huruf ¢ angka 7 sesuai dengan ketntuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 97
(1) Pengaturan mengenar larangan bayi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat !3) huruf ¢ angka 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan DPRD
tentang kode etik dapat memuat ketentuan seperti:

a. larangan menggunakan jabatan sebagai anggota DPRD untuk mencari
kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang
mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang
usaha;

b. larangan menggunakan jabatannya sebagai anggota DPRD untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan pada lembaga peradilan atau lembaga lain untuk
kepentingan pribadi atau kelompok,

¢ larangan menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas
dan wewenang DPRD;
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d. larangan menggunakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang tidak
berkaitan dengan tugas dan wewe.ang DPRD; dan
e. larangan menggunakan anggaran DPRUD untuk suatu kegiatan yang dibiayai
pihak lain. '
Pasal 98
Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota Di°RD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 9 memuat ketentvan, mengenai sikap,
perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan

adat budaya setempat.

Pasal 99
Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisine penjatuhan sanksi setagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf ¢ angka 11 sesuai dengan kelentusi. peraturan

perundang-undangan.

BAB VIl
LARANGAN DAN SANKSI
Bagiar Kesatu
Larangan
Pasal 100 -
(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
C. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Poiri, pegawai pada badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, ata badan lain yang anggarannya
bersumber dari APBN/APBD.

(2} Anggota DPRD dilarang metakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wew nany DPRD, serta hak
sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan kcrupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilareng
menerima gratifikasi.

Bagiar Kedua
Sanksi
| Pasal 101

(1) Anggota DPRD yang tidak meiaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal
32 dikenai sanksi berdaéarkan keputusan Badan Kehcrmatan.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai
anggota DPRD.

(3} Anggota DPRD vang dinyatakan terbukt: melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 100 ayat (3) berdasarkan putisan pengadilan yang telah memperoieh
kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggola DPRD.

Pasal 102
~Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pa:a alat kelengkapan.
Pasal 103
Setiap orang, kelompok, ataqurganisasi capat mengajukan pengaduan kepada Badan
Kehormatan DPRD dalam hal memiliki buk*i yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD
yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau iebih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU
DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu
Pasal 104
(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c,
-apabila: _

a. tdak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau oserhalangan tetap sebagai
anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapur;

b. melanggar sumpéh/janji jabatan dan kode etik DPRD,

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengaditan vang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat ala: ke'engkapan DPRD vyang
menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan;,

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemifihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sehacaimana diatur
dalam peraturan perundang-undanjar.;

h. diberhentikan sébagaj anggota partai politik sesuai cengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

t. menjadi anggota partai politik lain.

(3) Dalam hal anggota partai politik dibernentikan oleh panai politikiiva sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui
pengadilan, pemberhentian anggota parai polilik yang bersangkutan sah selelah
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum letap
sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi
anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

Pasal 105

(1) Femberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf
a dan b serta pada ayat (2) auruf ¢, huruf e, huruf h dan huruf i diusu'kan oleh pimpinan
partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepzada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanva usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikaﬁ usul pemberhentian anggota DPRD
kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh neresmian pemberhentian,

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimarya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian arggota
DPRD kepada gubernur.

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya usul pemberhentian anygota DPRD dari bupati sebagamana
dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRDG sebagaimana dimaksud pada ayat
(4). )

(6) Peresmian pemberhentian anggota DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DOPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf ¢ perlaku sejak tanggal putusan
pengadilan memperoleh kekuatan hukum telap.

(7) Pimpiran partai politk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) acalah pimpinan panai
politik kabupaten sesuai dengan rekomendasi/ keputusan dewan pimpinan pusat partai
politik yang bersangkutan.
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Pasal 106

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana d:maksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf
a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan
verifikasi yang dituangkan dalam kepuiusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan
dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilin.

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhantian anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan kepada rapat
paripurna. )

(3) Paling tama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah
dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan
DPRD menyampaikan keputusan badar. kehormatan DPRD kepada pimpinan panai
politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampakan keputusan tentang
pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dari pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sepagaimana dimaksud paca ayat (3) tidak
memberikan keputusan pemberhentian scbagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan
DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada gubernur melalui bupati paling iama 7 (tujuh) harn setelah berakhirnya
batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari
pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 {tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhertian sebagaimar.a
dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian s=bagaimana dimaksud pada ayat {6) paling
lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau
keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati

Bagtan Kedua
Penggantiz n Antarwaktu

Pasa! 107
(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dale.m Pasal 104 ayat
(1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politk yang sama pada
daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memoero'eﬁ suara terbanyak urutan berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak
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lagi memenuhi syarat sebagai calon ahggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa jabatan anggota

DPRD yang digantikannya.

Pasal 108

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu
dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan Jaftar peringkat perolehan suara
partai politik yang bersangkutan yang tela dilegalisir oleh KPU, kepada KPU Kabupaten
Rembang dengan tembusan kepada pimginan partai politik yang bersangkutan.

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lamtat 5 {lima)
hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), p'mpinan DPRD setelah metakukan konfirmasi
kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui
bupati.

(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dar/atau
menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ayat (3), pimpinan DPRD berdasar hasil
konfirmasi pada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampzikan nama calon
pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesual dengan ketentuan
dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan
dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupatli
mengusulkan penggantian  antarwaktu  kepada gubernur untuk  diresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantien anfarwaktu dari
bupati sebagaimana dimaksud pada ayat /5), gubernur meresmikan pemberhentian dan
pengangkatan anggota DPRD.

(7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu

anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

Pasal 109
(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila s'sa masa iabatan

anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) buian.
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(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa
masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota

DPRD tetap diproses, dengan tidak dilakukan pengganian.
(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud avat (2) kosong sampai berakhirnya masa

jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasa: 110

(1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuli parsyaratan sebagai
berikut:

a.

b
c.
d.
e

m.

warga negara Indonesia yang telah erumur 21 (dua puluh satu) tehun atau lebih

. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indnnesia;
cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (3MA), Madrasah

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrzsah Aliyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederejat;

selia kepada Pancasila sebagal dusar negara, Undang-Undanyg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklarnasi 17 Agustus 1945;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengacnan yang telah
memperoleh kekuatan hukum telap karena melakukan tndik pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

sehat jasmani dan rohani;

terdaftar sebagai pemitih;

bersedia bekerja penuh waktu;

mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara MNasional
Indonesia, anggota Kepoiisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha miik daerzh serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publk, advckat! pengacara,
notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).dan tidak melakuxan pekerjaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara seria
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik Kepertingan cengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota CPRD sesuai peraturan perundang-
undangan;

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sh,t:agai pejabat negara lainnya,

pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta
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n.
o.
p.

badan lain yang anggarannya bersumbe- dari keuangan negara,
menjadi anggota partai politik peseria pemilu;
dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administrasi ~ bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a.
b.

kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;

bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat
keterangan lain yang «ilegalisasi  oleh satuan pendidikan atau program
pendidikan menengah;

surat keterangan tidak tersangkiit perkara pidana dari Kepolisian Republik
Indonesia setempat;

surat keterangan sehat jasmani danr roharii;

surat tanda bukti telah terdaftar secagai pemilih;

surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan pubiik,
advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT).dar tidak
melakukan pekerjaan penyedia bararg dan jasa yang berhubungan dengan
keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menmbulkan  konflik
kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagal anggota DPRD yang
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;

surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembal. sebagal pegawai neger|
sipil, anggota Tentara Nasional InJdonesia, anggota Kepolisian Negara Repub!ik
Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerahpengurus pada badan lain yeng anggarannya bersumber dari keuangan
negara;

kartu tanda anggota ﬁartai politik paserta pemilu;

surat pernyataan tentang kesediannya hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai
politik 1 (satu) untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandz tangani di atas
kertas bermaterai cukup; dan

surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan paca 1(satu) daerah

pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud paca ayal (2), bupati

dalam mengajukan usulan penggantian antarwakiu anggota DPRD ‘uga harus

melampirkan:

a.

usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaxsud dalam
Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf | dari
pimpinan partai palitik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan

ay



ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partai politik;

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sepagaimana dalam Pasal
104 ayat (2) huruf ¢ dari pimpinan partai politik disertai dengan satinan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

¢. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan
putusan pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal
anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui
pengadilan; atau

d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD kacna alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruff
c¢an huruf g dari pimpinan partai polittk berdasarkan keputusan Badan
Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikas;,

e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilinan umum yang dilegalisir
KPU,dan

f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politk yang mengusulkan
penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.

(4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sébagaimana
gimaksud pada ayat (2) dan*ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di

masing-masing lembaga/instansi sesual kewenangannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara
Pasal 111

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana
penjara 5 {lima) tahun atau lebih; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;

(3) Apabita setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD sebagai lerdakwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris DPRD dapat melaporkan status
terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.

(4) Bupati berdasarkan lapcran sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengajukan usul pembernentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada
gubernur.

{5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupat
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana cimaksud pada ayat (5) beriaki terhitung mutat
tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapakan hak kKeuangan
berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga. dan tunangan he-as serta
tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketlenluar peraturan perundang-
undangan. |

(8) Menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan register

perkara di pengadilan negert.

Pasal 112
(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sevagaimana dimaksud dalam
Pasal i1t berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberaentian sementara sebagal
anggota DPRD giikuti dengan pemberhentian sernentera sevagai pimpinan DPRD
(2) Da'am hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentiken sementara mengusulkan
kepacda pimpinan DPRD salah seorang enggote DPRD yang berasal dan partal tersebut

untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 113

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersaleh karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD
yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebaga: anygota DPRD.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaky mulai tanggal putusan
pengadilan memparoleh kekuatan hukum tetap.

{3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalah <arena melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal |11 ayat (1) huruf a atau huruf b
berdasarkan putusan pengadilan yang telah raemperoleh kekuatan hukum tetap, maka
anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum
berakhir.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 114

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD
yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetyjuan tertulis dari
gubernur,

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimena dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ole:h
gubernur dalam waktu paling lambat 3C (tiga puluh) han terhiiung sejak diterimanya
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permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
a. tertangkap tangan melakukan t:ndak pidana;
b. disangka melakukan tindak pilana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau seumur hidup ata. tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan
keamanan Negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB Xi
PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 115

(1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:

a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah
dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta pricritas dan plaion
anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah,

b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang remerlukan
keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemernntah daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan; a att

C. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau progrem kerja tetentu yang
ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud paca ayat (1) pimpinan DPRD didampingi oleh
pimpinan alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRC yang terkait dengan materi
konsultasi dan kepala daerah didampingi o'eh pimpinan perangkat daerah yang terkait

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau
sesuai dengan kebutuhan.

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaksanakan bak atas
prakarsa pimpinan DPRD maupun kepala daerah.

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam rapat
paripurna DPRD.

Pasal 116

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 115 juga dapat Jilaksanakan dengan
pimpinan instansi vertikal di daerah.

(2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan vertikal sebaga mana dimaksud pade ayat
(1) adalah dalam rangka menerima masukan dan membz.kan saran/ rel.omendasi

mengenai permasalahan tertentu yang terjadi di daerah.
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(3) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di
daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikat tersebut.

BAB Xl
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI
MASYARAKAT
Pasal 117

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD
menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi
masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulils  tentarng  suatu
permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses
administranf o'eh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada pimpinan DPRD, alat
kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRO dapat
menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspiras: kepada pimpinan
DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

(5) Dalam ha! diperlukan, pengaduan dan/alau aspirasi masyarakat dapat ditindakianjuti
dengan:

a. rapat dengar pendapat umum,
b. rapat dengar pendapat;
¢. kunjungan kerja, atau
d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur

oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB X
SISTEM PENDUKUNG DPRD
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 118

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk
sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata keranya ditetapkan dengan
peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olen seorang
sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas
persetujuan pimpinan DPRD. '

(3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai neger sipil.
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Bagian Kedua
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIV. AHLI

Pasal 119

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompaok pakar
atau tim ahii.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan
DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahinya strata satu (S1) dengan pengalaman
kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengataman kerja
paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja
paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang yang diperlukan; dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(4) Ke'ompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai
kebutuhan atas usul anggota DPRD.

(5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ah!li sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memeriukan dukungan kelompok pakar atau
tim ahli.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagain'ana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentian dengan keputusan sekretaris DPRD.

(7) Kelompok pakar ztau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesual
dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapar DPRD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120
Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakian Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Feraturan DPRD Kapupaten Rembang Nemor 01
Tahun 2010 beserta peraturan perubahannys dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 121
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, akan diatur lebih lanjut oleh
pimpinan DPRD dengan persetujuan Baden Musyawarah dan ditelapkan dalam rapat

paripurna.



Pasal 122
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini, akan ditinjau kembati.

Pasal 123

Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diRembang

Pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAHKABUPATEN REMBANG

Ketua,

H. MAJID KAMIL MZ
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